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Pengikatau Saham Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Pada 
Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Perseroan T erbatas Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mens:yaratkan 
dalarn pendirian suatu Perseroa:n Terbatas, didlrikan oleh 2 (dua) orang atau lehih 
dengan akta Notaris, dimana nantinya setiap pendiri akau mengambil bagian atas 
saham pada perseroan terbatas yang ben>angkutan untuk disetorkan. Namun, pada 

prakteknya. terdapat keadaan dimana persyaratan pendirian t=ebut tidak terpenuhi, 
sehingga melahirkan suatu tindakan penunjukan nama orang lain untuk menjadi 
pemegang saham yang "hanya tercatat" (nominee) dalam perseroan terbatas tersebut 

disertai dengan memhuat suatu Perjanjian Pengikatan Saham baik secara bawah 
tangan atau dengan akta notaris. Berlandaskan adanya asas kebebasan berkontrak,. 
maksud dan tujuan dari peljanjian tersebut adalah untuk mengatur nama yang tercatat 

dalam anggaran dasar Perseroan bukan pemilik sebenamya dari saham-sa.ham 
tersebut dan untuk melindungi pihak yang sebenarnya memiliki atas sejum1ah modal 

atau saham dalam perscroan terbatas itu (true owner). Adapun permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan tesis ini adalah apakah Pe!janjian tersebut mempunyai 

kekuatan huknm dan menguntungkan para pihak yang membuatnya serta bagaimana 

akihat hukum yang ditimbulkannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis 

nonnati( tesis ini meoguraikan secara lebih mendalam adanya Petjanjian Pengikatan 
Seham yang dibuat para pihak dengan akta Notaris jika ditinjau dati ketentuan yang 

berlaku mengenai Perseroan Terbatas, hukum perjanjian dan peraturan jabatan 

notaris. Dari penulisan ini diketahui bahwa walaupl.lll asas kebeba.san berkontrak 

merupakan landasan yang penting dalam pembuatan suatu petjanjian, namWl dalam 

implenlentasinya asas ini tetap dibatasi oleh Jretentuan-ketentuan lain yang bedaku di 

Indonesia, khususnya da1am kaitannya dengan perseroan terbatas. 

Kata Kunci: 
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The Law of Indonesian Limited Liability Company Number 40 Year 2007 stipulates 
that in order to establish a limited liability company, it bas to be founded by 2 (two) 
or more person by virtue of notary deed, which each founder will subscribe for shares 
in that CQmpany. However, in the implementation there might be condition that the 
required condition cannot be fulfilled on which leads to an action to appoint someone 
else name to become the registered owner in the said company SUppOrted by making 
a shares binding agreement either in priyately drawn~up deed or in notarial deed. 
Based on freedom of contract principle, the purpose and intention of the said 
agreement is to arrange that the registered shareholder is not the tn,J.e owner of the 
shares and also to protect the party who is the real owner of the certain amount of 
capital or shares in the company {the "true owner" itselt). Hereinafter, the issues that 
been brought up in this thesis are whether the agreement has any legal enforceability 
and gives benefit to the parties who make the agreement and also the legal impact 
which will incur regarding to it. By using juridical nonnative method, this thesis 
deeply elaborates the shares binding agreement in notarial deed according to the 
prevailing laws and regulations of limited liability company, contract law, and 
regulation of the duty of notary. In the conclusion. from this research known that 
even though the freedom of contract principle is the important ground in enacting an 
agreement. but on the other hand, the implementation of this principle aloo .restricted 
by other prevailing provisions in Indonesia, especially subject to the limited li:i.tbility 
company. 

Keywords: 
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.BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar .Belakang Permasalahan 

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hukum di 

masyarakat, kita tidak hanya mengenal manu.sia sebagai satu~satunya subjek hukum 

ruunun terdapat pula yang disebut sebagai badan hukum atau rechtspersoon. Badan 

hukum adalah merupakan artificial person yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum 

guna memenuhi kebutuh:m perkembangan kehidupan masyarakat1• Sahiagga 

selayaknya subjek hukum maka badan huknmjuga memiliki hak-hak dan kewajihan­

kewajiban, serta dapat mengadakan huhungan-bubungan hukum baik antara badan 

hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara hadan hukum 

dengan orang manusia. Oleh karena itu dapatlah sehuah hadan hukum mengadakan 

perja!Uian~peijanjian seperti halnya jual-beli> tukar-menukar? sewa-menyewa dan 

segala perbuatan yang berada di lapangan harta kekayaan. 

Pasal 1653 Kitah Undang-Undang Hukarn Perdata2
, hadan hukarn dapat 

dibagi atas 3 (tiga) macam yakni sebagai beriknt: 

I. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerinlllblkeknasaan umum, 

misalnya Daerah Tingkat I, Daerah Tmgkat 11/Kotamadya, Bank-bank 

yang didirikan oleh Negara dan sebagainya; 

1 Gunawan Widjaja., Risiko Hu.kttm Sebagai Direksi , Komisaris dan Pemilik PT, (Jakarta: Forum 
Sohaba' ZOOS), him.!. 
2 Pasal 1653 Kitab Undang~Undang Hukum: Perdala mengatakan bahwa : .. seWn perseroan peniata 
sejafi. perltimpunan orang-<~rang sebagai badan bukum juga diakui undang-undang. entah badan 
hu.kwn itu diadakan old> kekunsaan umum atau diakuinya sebagai demikian. entah pula badan hukum 
itu d.iterima sebagai yang diperkenankan atau tclah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidal( 
bertentangan dengan undang-undang atau kesiJSilaan". 

1 
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2. Ba.dan hukum yang diakui oleh Pernerintahlkekuasaan umum, 

misalnya perlrumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-<>rganisasi 

agama dan sebagainya; 

3. Barlan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, seperti Perseroan 

Terbatas (PT), perkumpulan asuransi, perkapalan, dan lain sebagainya. 

Badan hukum dapat pula dilihat dari segi wujuduya yakni berupa Kooperasi 

(corporatie) a tau Yayasan (stichringf. Kooperasi merupakan gabuogan atau 

kumpulan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama 

sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Sebagai harlan bukum, kooperasi dibedakan 

dari pemegang sahamnya, dalrun pengertian bahwa semua kewajiban kooperasi 

dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepes dari barto kekayaan para 

pemegang sahamnya. 

Suatu Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk kooperasi yang modefn; 

setidaknya memilild karakteristik sebagai berikut:4 

1. kepemilikaooya diwadahkan dalam bentuk sabam-sabam yang dapat 

dengan mudah dipindahtangankan atau dialihkan kepada siapapun 

juga; 

2. mempunyai masa hidup yang abadi dengao jangka waktu pendirinn 

yang tidek ditentukaa lamanya, yang tidak digantungkan pada masa 

hidup pemegang sahanmya; 

3. sifat tanggungjawab yang tidak hanya tetbatas peda pemega:og sabarn, 

1idak benya untuk tanggung jawab perdata melainkan juga tanggung 

jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Perneroan, 

disamping itu dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terbadap para 

pengumsnya. 

Pada Perseroan Terbatas dapat dilihat adanya istilah «Perseroan" yang 

menunjuk kepada cara menentuk:an modal, yakni adalah terbagi atas saham dan 

3 ltiduan Syahrnni, Seluk~Befuk dan ~..fLIIas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 58. 
4 Gunawan WJdjaja, op,cit, hlm.ll. 
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istilah '~terbatas" yang berarti adanya batas tanggung jawab pemegang saham yaitu 

sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki5. Sedangkan jika dihhat dari defmisi 

mengenai Perseroan Terbatas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT'') pada Pasal I angka 

l adalab sebagai berikut: 

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum 
yang merupakan persek:utuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 
melakukan kegiatan usaba dengan modal dasar yang selurulmya terbagi dalam 
sabam dan memenuhl pernyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini 
serta peraturan pelaksanammya. 

Dari adanya defmisi diatas, agar dapat di.katakan sebagai sebuah badan 

hukum, perseroan haruslah memenuhi unsur-unsur seperti : merupa.kan organisasi 

yang teratur, memiliki kekayaan sendiri~ melakukan hubungan hukum sendirl dan 

juga mempunyai tujuan sendin4 . Sebagai sebuah organisasi yang teratur adalah. 

dengan melihat dari adanya organ yang terdapat dalam Perseroan tersebut yakni 

Rapat Umurn Pemegang Sabam, Direksi dan K.omisaris dimana keteraturan 

organisasinya diketahui dari adanya Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 

Anggaran Dasar serta Anggaran Rumab Tangga dari Perneroan dimaksud dan juga 

dan keputusan Rapat Umwn Pemegang Sahamnya. Kekayaan sendiri yang dimiliki 

oleb Perneroan dirnaksudkan sebagai modal dasar yang terbagi atas seluruh nilai 

nominal saham dan juga kekayaan dalam bentuk lain yang dapat berupa benda 

bergerak dan tidak bergerek maupun benda berwujud atau tidak berwujud. 

Sebagai sebuab badan hukum, dalam me!akukan hubnngan bukum dengan 

pihak ketiga maka Perneroan akan diwakili o!ab Direks~ yangmana bertanggnng 

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk: kepentingan dan tujuan Perseroan.. 

Selain itu puia untuk mewakili Perseroan baik di dalaro maupun di luar Perseroan. 

Dalam hal dikatalam mempunyai tujuan sendiri, yalrni dalam me!akukan kegiatan 

5 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 
hlm.68. 
6 Ibid, hJm.69. 
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usahanya, Perseroan sebagal badan hukum menentukan tujuannya tersebut rlalam 

Anggaran Dasar dari Perseroan tersebut. 

Seperti telah disebutkan diatas bahwa modal dasar dalam Perseroan terdiri 

atas seluruh nilai nominal saham. Saham ini nantinya yang merupak:an bukti telah 

dilakukllnnya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang 

saham pada perseroan terhatas yang bersangkutan. Oleh karenanya, saharn 

menunjukkan bagian kepem.itikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam 

perseroan. 

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebuah Perseroan Terbatas dapat 

berbentuk penanaman modal dalam negerl ataupun penanaman modal asing atau 

yang lazim dikenal sebagai PT PMDN atau PT PMA, dalarn hal adanya k:edua bentuk 

ini adalah erat kaitannya dengan kepemilikan modal dari Perseroan Terbatas ten;ebut 

yang terbagi atas saham-saham. Pada perkembangaunya, dalam melakukan pendirian 

perseroau terbatas ini terdapat situasi-situasi seperti misalnya dalam hal ada pihak 

yang tidak ingin namanya diketahui a.tau dimasuk:kan sebagai pemegang sa.ha..m 

dalam perseroan terbatas te!Sebut atau seperti jik:a temyata terdapat pfhak: asing yang 

ingin menjadi pemegang saham namun terbentur oleh batasan-batasan kepemilikan 

modal sebagaimana yang diatur dalam pe.raturan-peraturan maupun ketenruan­

ketentuan mengenai perseroan terbatas dan penanaman modal di Indonesia. 

Situasi-situasi inilah yang kemudian melahlrkan suatu tindakan penunjukan 

nama orang Ia~ untuk menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, 

yakni lazimnya disebut kepemilikan secara nominee. Dimana orang yang tidak ingin 

namanya dicantumk:an tersebut, menunjuk orang lain sebagai pemegang saham yang 

nantinya namanya akan tercat.at dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai pemegang 

saham (nominee). 

Ketentuan kepemili.kan saham dengan cara dimaksud nominee diatas, tidak 

diatur dalarn Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Narnun 

dalam praktek-nya, pemekaian nominee sering dijumpai. Tidek janmg pnla timbul 

sengketa yang di akibatkan adanya praktek nominee tersebut. Hal ternebut dapat 

te.tiadi karena pada akhimya para 11nominee" sering tidak mau lagi mengemba.Jikan 
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saham-saham yang telah di"milikJI'nya tersebut kepada Tme owner. Kondisi seperti 

inilah. yang seringkali menimbulkan sengketa antara nominee dengan tnte owner. 

Kesulitan-kesulitan lain yang akan dihadapi adalah masalah pembuktian kepernilikan 

saham serta siapakah yang akan bertanggung jawab secara hukum kepada pibak 

ketiga, trne owner ataukah Nominee? Se<:ara de Jure saham nominee tersebut adalah 

mutlak milik nominee, sebab nama nominee-lab. yang akan tercatat daiam buku daftar 

pemegang saham perseroan disamping adanya bukti sertipikat saham/ sural saham 

sebagaimana di syaratkan dalam UU No.40 Tahun 2007, namun sebaliknya secara de 

facto saham tersebut adalah kepunyaan true owner. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka ada banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh true owner untnk melindungi saham"nya" tersebut : tn.isalnya dengan 

jalan membuat suatu per:janjian nomine~ atau de:ogan kata lain keinginan dari pendiri 

perseroan terbatas tersebut adalah dengan m:ernbuat kesepakatan yang dituangkan 

dalam bentuk peljanjian tersendiri diluar dari pendirian perseroan terbatas, yang 

mana petjanjian ini dibuat oleh dan antara true owner dengan nominee. Adapun 

maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut adalab mengatur mengenai pemyataan 

bahwa pihak yang tidak ingin disebut Dlllllanya itu adalah sebagai pihak yang 

sebenamya memilik:i atas sejumlah modal atau saham dalam perseroan terbatas itu. 

Kesepakatan ini oleh para pihak dituangkan dengan membuat perjanjian dihawah 

Iangan maupun dengan akla otentik untuk melindungi kepentingan dari pemilik 

saham yan:g sebenamya tersebut (true owner). 

Perlu ki.ranya diingat, bahwa dalam pendirian suatu perseroan terbatas, 

walaupun didasari oleh suatu persetujuan atau kesepakatan para pihak yang 

membuatn:ya sebagaimana disyaratkan di dalam suatu perjanjian, tetap saja terikat 

dengan suatu batasan hukum lainnya yaitu Undang-undang No. 40 Tahnn 2007 

tentang Perseroan Terbatas C'Ul..J'Pr'), karena selain umumnya perjanj:inn seperti ini 

dalam buk:um Indonesia sebenamya tidak dikenal.karena termasuk dabun salah satu 

larangan dalam kepemilikan saham, selain im pula adanya prosedur dimana perseroan 

terbatas ternebut memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia untuk menjadikannya sebagai suam Badan Hukum. 
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Setelah melalui proses pengajuan dan setelah mendapat pengesahan (dengan 

Sw:at Keputusan/SK) dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, maka semua data~data kepemilikan saham dan data pengun1s yang ada 

pada alcta pendirian suatu perseroan terbatas telah masuk dan terdata pada 

Departemen Hukum dan HAM RI tersebuL Dengan demikian ini berarti bahwa 

data-data yang tercatat pada database Departemen Hukum dan HAM RI adalah 

data-data yang ada pada akta pendirian. 

Pennasalahan seperti yang telah diutarakan tersebut diatas dalam praktelmya 

seringkali teljadi, memang pada awalnya hubungan sesama pendiri tersebut aman­

aman saja, namWt tidak menutup kemungkinan bagi adanya perseJisihan dikemudian 

hari. Karena hal ini berkaitan erat dengan kenyalaan bahwa di dalam sebuah saham 

terdapat hak-hak dari pemegangnya tersahut untuk menentukau kendali dari 

Perseroan terSebuL 

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segaia 

perbuatan ataupun peljanjian yang dilrehendaki oleh yang berkepentingao sepanjaog 

pembuatan akta tersebnt ti.dak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditetapkan oleb Undang-undang7• Selain itu pula da1am menjalankan 

tugas dan jabatannya, Notaris pun dituntut tmtuk selain bertindak jujur, seksama, 

mandiri, tidak beipihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 

bukum yang dituangkan dalam akta yang dibuatnya ternebut, juga dapat memberik:an 

penyuluhan hukum terbadap akta yang akan dibuatnya tersebut. 

Oleh karena itu1 sejalan dengan permasalahan diatas serta sebagaimana yang 

Ielah digariskan pada ketentuan mengenai jabatan Notaris, hendaknya Notaris yang 

menemui situasi seperti ini atau nantinya akan membuat bentuk perjanjian ini dapa.t 

lahih memperhatikan ketentuan-ketenman yang berkenaan dengan kepemilikan 

1 Lebih lanjut diatur pada Pasa115 Undang~Undang Nomor 30 Tahun 2{)04 Tentang Jabatan Notaris 
yakni: "' Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, peljanjian, dan 
ketetapan yang diharuskan o!eh peraturan perondang~undangan danfatau yang dikehandaki oleb yang 
berkepentingan untuk dinyntakan dalam ak1a otentik. menjamirt kepastian tanggal pembuai:an akta, 
mcnyimps.n akta, membetikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuata.n 
akta·akta itu tidak juga ditugaskan atau dikocualikan kc:pada pejabaJ lain atau orang lain yang 
ditetapkan oleh Undang~undang. 
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modal yang dimuat baik daJarn ketentuan mengenai Perseroan Terbatas maopun 

dalam Penanaman Modal dan dapat memberikan penyuluban hukum terbadap 

permasalahan tersebut kepada para pihak yang berkeinginan untuk membuat 

pezjanjian sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya. 

B. Pokok Permasalaban 

Sebagaimana telah diumikan sebelumnya rnengenai adanya suatu peJjanjian 

rersendiri yang dibuat diluar akta pendirian Perseroan Terbatas, yalrni adanya 

perjanjian pengikatan saham yang dapat dibuat dibawab tangan maupuu yang dibuat 

oleh Notaris atas pennintaan para pihak pendiri Perseroan, maka terdapat pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

!. Bagaimanakah Perjaqjian Pengikatan Saham yang dibuat oleh para 

pihak mempunyai kekualan hulmm dan menguntungkao bagi para 

pibak yang membuatnya? 

2. Bagaimaoakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya peijanjian 

pengikatan sabam ini bagi para pihak yang membuatnya? 

C. Me-tode Penntisan 

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak barus ada dabuu suatu ponelitian 

yang berfungai untuk mengembangkan ihnu pengetahuan8
• Metodologi dalwn suatu 

penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, 

menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam 

rangka memperoleh informasi gona penelitian ini, maka metode penelitian yang 

digunakan oleh peoulis adalah metode Normati.l; yaitu penelitian tethadap efektivitas 

azas..azas, sistematika hulmm yang beikailan dengao masalah terkait. 

Tipologis penelitian ini adalah bersifat eksplanatoris dikarenakan akan 

menguraikan secara lebih mendalam atas adanya. perjanjian pengikatan saham yang 

dlbuat oleh para pihak secara di bawah tangun atau dengao akta Notaris dalam mngka 

pendirian Perseroan Terbatas menurut ketentuan mengenai Perseroan Terbatas di 

11 Soetjono Soekanto, Pe.ngantar Penelflian Hukum, (Jakarta: ln Press, 1989), hlm.7, 
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Indonesia. Sehingga nantinya bertujuan untuk menilai ( evaluasi) apakah perj!l!1iian 

pengikatan saham yang dibuat oleh para pihak klmsusnya jika dibuat dengan akta 

Notaris adalah dapat at au tidak dilakukan jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang 

berlaku terhadap kepemilikan modal berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai 

Perseroan Terbatas. Met~e pendekatan yang akan digunakan daJam penelitian ini 

adalah yuridis normatif melalui pendekatan histori, penafsiran ut1dang-undang, dan 

perbandingan nndang-undang, deogan berupaya mempergunakan data yang 

menitikbemtkan kepada peraturan·peraturan yang berlaku serta literatur-literatur yang 

relevan dengan topik yang dibahas. 

Jenis data yong dignnakan dakan penulisan tesis ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan nara.sumber. 

Sedangkan data seknnder akan dihimpun melalui penelitian kepustakaan sebi.ngga 

didapatkan: 

L Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

dan berkaitan deogae Perseroan Terbatas yakni Undaog-undang No. 40 Tahun 

2007, Keteotuan tentang Jabatan Notaris yakrti Undang-Undang No. 30 Tahnn 

2004. 

2. Bahan hukum sekunderuntuk: memberikan penjelasan mengenai bahan bukutn 

primer, yaog dapat terdiri dari buku-buku, artikeJ. laporao penelitiao dan tesis 

yang membahas dan tetkait dengan kapentilikan saham peda Perseroan 

Terbatas kbususnya dengae adanya pexjanjian pengikatan saham yang dibuat 

olah Notaris. 

3. Bahan huknm tersier yang digunakan untak mennnjang bahan huknm primer 

dan bahan huknm sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegaogan sertll 

internet yang seluruhnya dapat disebut seba.gai bahan referensi. 

Alai pengumpulan data yang digunakan adalah berupn studi dokuonen yakni 

mencari dan mengumpulkan data seknnder yang berkaitlln dengan adanya akt.a 

pengikatan saham yang dibuat pendiri Perseroan Terbatas. Selaio itu pula juga jika 

dimungkinkan di!akakan wawancare dengae narasumber terkait untuk mempetkaat 

data seknnder. Analisis data yang digunakan adalah dengae peodekatan kualitatif 
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sebagai basil pengumpulan data sek:under sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan 

yang dikaitkan dengan teori-teori, Jronsep yang mempunyai relevansi untuk 

menjawah rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini 

D. Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I 

meropakan Pendahuluan yangmana adalah pengantar untuk memasuki bab-bab 

selanjutnya serta menguraikan hal-hal yang berl:aitan dangan pokok pennasalahan. 

Bab ini terbagi menjadi empat sub bab yakni Jatar belakang permasalahan, pokok 

pennasalaban, metode penulisan. dan sistematika penulisan. 

Mema.suki Bab II akan diuraikan lebih lanjut mengenai Akihnt Hukum 

Kepemilikan Saham Dengan Adanya Pe!janjian Pengikatan Saham Pada Perseroan 

Terbatas. Dalam bab ini terbagi menjadi riga sub bab yakni sebagai berikut: sub bah 

II A mengenai tinjauan terhadap konsepsi saham dalam hukum Perseroan Terllatas 

Indonesia berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Teibatas (UU No. 

40 Tahun 2007), sub bah II B mcngenai myauan terhadap Peljanjian berdasarkan 

ketentuan-ketentuan serta asas-asas dalam sistem hukum perikatan Indonesia dan akta 

notariil menurut ketentuan yang berlaku yakni Undang-undang Tentang Jabatan 

Notaris (UU No. 30 Tahun 2004), serta sub bab II C yakni analisis mengenai 

kedudukon kepemilikan saham dengau adanya peljanjian pengikatan saham pada 

Pe:rseroan Terbatas khususnya yang dibuat seorang Nutaris dalam Kerangka 

berlukonya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penulisan tesis ini diakhirl pada Bah 

Ill yakni Penull.!p yang aknn berisikan kosimpulan dan saran deri Penulis. 
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AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN AD ANY A 

PERJANJIAN PENGIKATAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS 

A. Konsepsi Sabam Dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa suatu Perseroan Terbatas adalah 

merupakan suatu badan hukum, oleh karens itu pada bakekatnya Perseroan Terbatns 

dapat dikatakan sebagai: 1 

1. Kumpulan atau asosiasi moda~ yang mana adalah bertujuan untuk 

menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya.. 

2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum dalam 

hubungan-hubungan hukum, dan karenanya dapat digugat atau 

menggugat di depan pengadilan. 

3. Modal yang dikampulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentiugan 

tertentu sesuai dengan peraturnn perundang-undangan yang 

mengatumya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kampulan modal 

tersebut harus diperguuakan untuk dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang sepenuhnya diatur dalam anggaran dasarnya, yang juga 

dibuat menurul peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang ukao bertinduk untuk 

mewukili kepentingan badan hukum ini, yang hams sesuai dengan 

maksud dan tujuan k:umpulan modal ini, yang bcrarti adanya 

pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas nama 

kampulan modal ini dengan pengurusan haria kekayaan tersebut oleh 

pengurus. 

1 Gunawan Widjaja, Hak Individu dan Kblelaif Para Pmnegang Saham, (jakarta: Forum Sahabat. 
2008), blm.l. 
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5, Keberadaan modal badan hukmn ini tidak dikaitkan dengan 

keanggotaan tertentu, dalam artian setiap orang yang memenuhi syarat 

dan persyaratan yang diatw: dalam anggarnn dasamya dapat menjadi 

anggota badan hukum lni dengan segala hak dan kewajibannya. 

6. Sifat keanggotaannya tidak pennanen dan dapat dia!ihkan atau beralih 

kepada siapapun juga, meskipun kebemdaan badan hukum ini sendiri 

adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya. 

7. Tanggung jawah badan hukum dibadakan dari tanggung jawab 

pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut. 

Dari adanya paparan diatas.. menunjukkan bahwa hakekat dari suatu perseroan 

terbatas adalah adanya asosia.si atau kumpulan modaL Modal dalam perseroan 

terbatas sehmjutnya akan dibagi dalam saham-saham, dimana saham-saham inilah 

yang akan menu.njukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyertaan modal ke 

dalrun perseroan. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang­

Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Pe:rseroan Terbatas (selanjutnya disebut 

"UUPT") dalam pasal l angka I mengatakan bahwa: 

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan. adalah badan 
bukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melak:ukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang .selurohnya 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalarn 
Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

Lebih lanjut diatur, bahwa dalam mendiriken sebuah perseroan terbatas, hams 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:w 

a. Perseroan didirikan oleh 2 (orang)" atau lebih dengan akta notaris yang 

dibuat dalam bahasalndonesia.12
, 

'
0 Diarur dalam ketentuan Pasa! 1 UUPT mengenai Pendirian PetSeroan Telbatas. 

11 Menurul penjclasan UUPT , yang dimaksud dengan .. orang" adalah onmg perseorengan., baik w:uga 
Negara Indonesia tnaupun asing atau badan huk:um Indonesia atau asing. 
11 

Se¢am keselurnhan. ketcntum ini mengisya.ra1kan bahwa prinsip yang berlaku beniasarkan Undang:­
undaog ini adale.h dimanasebagai. suatu badan hubm, Pemroan didirikan berdasarkan Petjanjie.n. hal 
ini di'karenakan dalam Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari 1 (satu} orang pentegang saham. 
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b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambii bagian saham pada saat 

Perseroan didirikan 13
• 

c. Perseroan memperoleh starus badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

Keputusan Menteri mengenai badan hukum Perseroan. 

d. Setelah status badan hukum telah diperoleh Perseroan dan pemegang 

saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 

6 ( enam) bulan terhitung sejllk keadaan tersebut pemegang saham yang 

barsangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain 

atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

e. Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimalnrud diatas telah dilampaui, 

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham 

bertanggung jawab secara pribadi ar.as segala perikatan dan kemgian 

Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepenting~ pengadilan 

negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut 

f. Ketetuan yang mengbaruskan Perseroan didirikan oleb 2 (dua) orang atau 

lebih sebagaimana diatur diatas, tidaklah berlaku bagi; 

Persero I4 yang seluruh sahamnya dimilik:i oleh Negara;atau 

Perseroan yang mengelola bursa efek, lerahaga ldiring dan penjaminan, 

lembaga penyimpanan dan penyelesai~ dan lembaga lain 

sebagaimana diatur dalarn Undang-Undang tentang Pasar ModaL 

Saharn-saham dalam konsepsi hukum perdata Indonesia adalah merupekan 

benda1
', sehingga untuk itu dapat dialihkan, dijual, ditukarkan, dijaminkan, 

B Ketentuan irri tidaklah berlaku apabila terjadi Peleburan, Peleburnn menurut Pasall a:ogka 10 UUPT 
adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan 
earn mendirik.an sattt Perseroan bam yang karena hukwn memperoleh aldiva dan pasiva dari Perseroan 
yang, meleburkan diri dan status badan hukum Pmeroan yang meleburkan diri betakbir karena hukum. 
Oteh karenanya da!am b!d teljadinya 1:\::lebum.n rnaka selw:uh aktiva dan pasiva Pmeroan yang 
meleburkan diri masuk menjadi modal Pem:roan has.il Peteburan dan pendiri tidak mengembil bagian 
saham sehingga pemfiri darl :Perseroan basil Peleburan ada.!ah PetSeroan yang meleburl<9r! diri dan 
nama pemeg:mg sabam dati Perseroan hasil Pe1ebu.nm adalah nama pemegang sahAm dari Perseroan 
r,ang meteburlam diri. 
4 Persero adalah badan u.'>Uha milik Negarn. yang berhentuk Perseroan yang modalnya letbagi dalam 

saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang: Badtm Usaha Milik Negara. 
13 Benda datamKitab Undang-Undang HukwnPcrda!aPssal5ll butir4 dikatakansebagai berikut 
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diagunkant dipergilllakan, dinikmati dan sebagainya oleh pemiliknya. Sehingga 

dikaitkan dengan suatu Perseroan Terbatas. maka pemegang saharn itulah nantinya 

yang dapat melak:sanakan hak-haknya sesuai dengan yang diatur oleh Undang­

Undang. Lebih lanjut mengenai ketentuan mengenai saham-saham dan keterkaitannya 

dengan kepemilikan dalam suatu Perseroan Terbatas di Indonesia akan dipaparkan 

sebagai berilrut: 

1~ Pengaturan Saham Pada Peraturan Perseroan Terbatas Indonesia 

Saham dalam Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai bukti Ielah 

dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang 

saham perseroan terbatas. Sebingga berarti saham menunjukkan bagian keperoilikan 

bersama dari selu.ruh pemegang saham dalam suatu perseroan.16 

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, yakni UU No. 40 

Tahun 2007 tidak memberikan definisi khusus mengenai saham tersebut, namun 

ketentuan-ketetuan mengenai adanya saham tersebut dapat dilihat pada pengattu:an 

dalam pasal-pasal dalam UUPT tersebut yakai sebagai berilrut: 

Paaal 31 ayat (1) mengatur mengenai Mndal dalam Perseroan Terbatas 

dimana dikatakan bahwa: "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal 

sa/tam". Mndal Dasar dalam Perseroan Terbatas menurut UUPT adalah paling sedikit 

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari modal dasar tersebut 

itulah yang nantinya akan terbagi menjadi saham-saham dengan noroioal yang te1ah 

ditentukan o1eh pendiri perseroan dan selanjutnya akan diambil bagian oleh para 

pendiri untuk ditempatkan dan dlsetnrkan dalam Perseroao tersebut. Hal ini adalah 

s<tialan dengan pengattu:an pada Pasal33 UUPT yakni: 

"sebagai l«theiidatm bergerak karena kete.ntuan undang-umlang ha11iS dianggap:sero-sero atau andil­
an.dil dalam persekutuan perdtzgangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan. 
sekalipun benda-bemla persekutuan yang bersanglmtan d(11f. penm:zluum itu adalah kebedM/1. hik 
bergerhk. SertNet'C atau (lJtdil-muliJ itu dianggap merupalam kebendaan bergerok,akan tetopi lumya 
terhadap para peserlanya seiama persekutuan bet:jalan. . " 
16 Gunawan Widjaja, op.cit, blm.33. 
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''(1) Paling sedikit 25% (duapuluh lima) pers.en dari modal dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. 

(3} Pengeluaran saham lebilt Ianjut yang di!akukan setiap kali untuk 
menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh:~ 

Ketentuan dalam ayat (2) Pasal diatas mewajibkan adanya bukti penyetoran 

yang sah. Yang dikatakan sebagai bukti penyetoran yang sah adalah an tara lain dapat 

beropa bukti setoran pemegang saham dalam rekening bank alas nama Perseroan, 

data dati laporan kewmgan yang telah diaudit oleh alruntan, atau neraca Perseroan 

yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. 

UUPT juga mengatur mengenai ketentuan yang terkait dengan penyetoran 

terhadap modal dalam saham. Penyetoran tersebut ada!ah dapat dilakukao da!am 

bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya17
• Hal ini dikarenakan tidak tertutup 

kemungkina.n untuk melakukan penyetoran saham tersebut dalam bentuk selain 

daripada uang, yalrni balk beropa beoda berwujod maUpUn benda tidak berwujud 

yang dapet dinilai dengan uang yangmana haruslah secara nyata telah ditecima oleh 

Perseroan. Dalam hal !eljadi penyetomn saham dalam bentuk lain tersebut, maka 

haruslah disertai rincian yang menerangkan harga atau nilai .. jenis atau macam. status, 

tempat kedudukan. dan hal-hal lain yang dianggap perlu demi kejelasan pada 

penyetoran saham dimaksud. 

Setoran modal da!am bentuk lain temebut haroslah dilakakan panilaian yang 

akan didasarkan pada nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh 

ehli yang tidak terafiliasi dangan perseroan". Lebih laajut pada penjelasan Pasal 34 

ayat (2) UUPT mengatakan bahwa nilai wajar setoran modal seham ditentukan sesuai 

17 Lebih lanjutdiatur dalamPasal34 UUPT. 
13 Ahli yang tidak terafiliasi dimaksudkan sebagai abli yaog tidak mempunyai: 

a. hubungan keluaxga karena petkawinan atau keturunan sampai de..ajat kedua, balk seeara. 
horiumtat maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Kmnisari~ atau 
pemegang sabarn dari 'Per-reman; 

b. hubungan dengan Pemeroan brena adanya kesamaan s:atu atau Iebib angg:ota Direksi atau 
Dewan Komisaris; 

t:. hubungan pengendalian dengan perseroan baik ia.ngsung: mauptm tidak langsung dan/atau; 
d. saham dalamPerseman sebesar20% (duapuluh persen) atm lebih. 
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dengan nilai pasar, apabila nila.i pasar tidak tersedia, maka nilai wajar akan ditentukan 

berdasarkan teknik pen.Haian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, 

berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Apabila penyetoran saham tersebut 

dalam bentuk benda tidnk bergernk, mnka bems diumumkan dalam l (satu) Sural 

kabar atau lebih, dalam jangka wnktu 14 (empat belas) bari setelah nkta pendirian 

ditandatangani atau setelab Rapat Umum Pemegang Saham memutunkan penyetoran 

sabam tersebut. Hal ini adalah pentieg dalam kaitannya dengan pihnk yang 

berkepentiegan untuk dapat meagajukan keberntan, apabila ada, dikarennkan benda 

tak bergetuk tersebut dijadikan setoran modal saham. 

Sabam, daiam teori maupun prnktek dapat dibagi ke dalam: 19 

a. Sabam atas Illllllll, yaitu sabam yang hanya mengakui pihnk yang namanya 

tercantum dalam saham perseroan, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Petseroan 

sebagai pemiliknya; 

b. Sabam alas tunjuk, yaitu saham yang mengnkui pihak yang menguasai fisik 

saham tersebut deogan endorsemen pada surat sahamnya tersebut sebagai pemilik 

saham yang sebenamya. Tanpa adanya endorsemen dalam surat sahamnya, 

penguasa fisik sura! saham belum dapat dikatakan sebegai pemilik sabam 

tersebut~ 

c. Sabam kapada pembawa (to the bearer), yaitu sabam yang terlladapnya berlaku 

Pasal 1977 ayat (l) Kitab Undang-Undang Hukum Perdati'0, yakni barnng siapa 

yang menguasainya, maka dia adalah penilliknya (bezit berlaka sebngai lite! 

sempurna). 

Terkait dengan baltersebut diatas, penguturnn pada UUPT hanyalab mengenal 

saham atas uama", dimana hal ini ter<:ermin dalam Pasal 48 ayat (1), dikatakan 

19 Gunawan Widjaja, op.ciJ, hlm35. 
lO Lebih lanjut Pasal 1971 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdala yakni sebagai berikut: 
"Terltadop benda bergerok )'lmg tidak bc111pa bunga, maupun piulang yang tidok horus dibayar 
/atp4da si pembawa maka barangslapc yang menguasaieya dianggap se/:n:Igai pemiliknya." 
21 Adanya hanya saham atas nama yang dikenal dalam UUPT adaiah mcrupakan salah satu perbedaan 
antara t1UPT dengan UndangMUndang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT 
sebe!urnnya). Dalam UU No,l Tahtm 1995 dikenal <Idanya saham atas tunjuk. dimana saham ini 
ha.nya dapat dikeluarktm jika sudah disetor peonh. Sedangkan dalam UUPT tidak dikenal lagi 
pengeluanm yang tidak disetor penub. Ba.hkan dapat dilihat bahwa terhitung sejak pendirian pertama 
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bahwa: "Saharn Perseroan dikeluarkan atas nama pemiiilmya'". bal ini dimaksudkan 

bahwa setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan haruslah dalam bentuk atas 

nama atau saham atas nama pemiliknya dan tidak boleh Perseroan tersebut 

mengeluarkan saham atas tunjuk. 

Setiap lembar saham ,_ dikeluarkan oleh Perseroan wajib memiliki nilai 

nominal sebagaimana ternyata dalam Pasal49 ayat {2) UUPT, sehingga saham yang 

tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Nilai nominal saham ini biasanya 

ditentukan dalam anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut, yang nantinya 

jumlah bagian yang diambil oJeh pemegang saham dikalikan dengao nilai nominal 

akan sama dengan modal yang ditempatkan atau disetor penub dalam pecseroan 

terbatas tersebut. Nilai nominal saham ini sendiri adalah diartikan sebaga.i nilai setiap 

lembar saham yang terdapat pada perseroan terbatas. Penetapan besamya nilai 

nominal per lembar saham ini adalah tergantung pada keinginan para pendiri 

perseroan terbata."i tersehut. 

Menurut UUPT, pada perseroan terbatas dimungk.inkan untuk mengeluarkan 

lebih dari satu klasifikasi saham, namun saham dalarn klasifikasi yang sama akan 

pula membarikan kepada pemegangnya hak yang sama. Klasifikasi saham yang 

dimaksud adalah seperti pad a Pasal 53 ayat ( 4) yakni: 

" a. saham dengan hak suara atau tanpa hak sua.ra; 
b.saham dengan hak kbusus untuk mencalonkan anggota Dlreksi dan/atau 

anggota Dewan K.omisaris; 
c.saham yang setelah jaogka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar 

dengan klasifikasi saham lain; 
d.saham yang membarikan hak kepada pemegangnya untuk menerima 

dividen terlebih dahulu dari pemegang saharu klasifikasi lain atas 
pembagian di.viden secara kumulatif atau nonkumulatif; 

e. saham yang membarikan hak kepada pemegangnya untuk menerimalebih 
dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa 
kekayaan Perseroan dalam likuidasi."' 

kali. seturuh peJilliri wajib untuk :me]ak\lkan penyetomn perwh temadap modal dasar yang diambil 
bagian oleh masiog-masirtg pendiri, sehingga hal ini berbeda dengan UU No.1 Tahun 1995 yang dulu 
mengenal penyetoran 50% atnu sebagian.. 
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Dalam hal suatu perseroan terbatas mengeluarkan lebih dari satu kelas atau 

klasiftkasi saham, maka besamya modal yang disetor perseroan terbatas haruslah 

sama dengan jumlah keseluruhan basil perkalian antara nilai nominal tiap~tiap kelas 

saham denganjumlah saham yang dikeluarkan untuk tiap-tiap kelas saham. Selain itu 

pula, jika terdapat lebih dari I (satu) klasifikasi saham tersebut, maka dalam anggaran 

dasar perseroan terbatas itu akan ditetapkan salah satu diantaranya adalah sebagai 

saham biasa. 

Adapun kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam 

perseroan terbatas ini, dimana nantinya Direksi Perseroan wajib untuk mengadakan 

dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus pemegang saham 

perseroan terbatas tersebut. Daftar-daftar ini disediakan di tempat kedudukan 

Perseroan agar dapat dilihat oleb para Pemegang saham. Daftar pemegang saham 

yang di.m.aksud adalah sebuah daftar yang berisi sekurang-kurangnya informasi­

informasi sebagai berikut: 

a. Nama dan alamat pemegang saha.m; 

b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang 

saha.m, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu 

kalsifikasi saha.m; 

c. Jumlah yang disetor atas setiap saha.m, dimana paling sedikit sama 

dengan jumlah nilai nominal saham; 

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang 

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan 

fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal 

pendaftaranjaminan fidusia tersebut; 

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk. lain sebagaimana yang 

Ielah diatur pada Pasa134 ayat (2) UUPT. 

Daftar khusus pemegang saham dimaksudkan sebagai sebuah daftar yang 

dibuat oleh Direksi perseroan mengenai kepem.ilikan saham dari anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan tersebut dan/atau pada 

perseroan lain yang dilegkapi pula dengan tanggal saham tersebut diperoleh. Adapun 
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maksud dari dibuatnya daftar khusus ini adalah meru.pakan sumber infonnasi 

terhadap besamya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau pada perseroan lain 

sehlngga nantinya akan dapat mencegah atau mem.inimalisasikan adanya conflict of 

interest. 

2. Hak-Hak Yang Melekat Dad Sabam 

Benda dalam arti luas ialab segala sesuatu yang dapat dihalci oleh o~. 

Sedangkan dalam arti sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja, ataupun 

dipakai, apabila yang dimaksudkan adalab sebagai kekayaan aeaeorang. Apabila yang 

dimaksud adalah dalam arti kekayaan seseorang, maka meliputi pula barang-barang 

yang tidak dapat terlihat seperti: hak-hak. misalnya hak piutang atau penagihan. 

Sebingga dapat!ab seseorang menjual atau menggadaikan barang-blli1Ulg yang dapat 

terlihat, begitu pula dengan ia dapat menjual ataupun menggadaikan hak-haknya. 

Pembagian terhadap benda-benda yang dalam hukwn menailiki akibat-akibat 

yang sangat penting ada.lah sebagai berikut:23 

a. Benda yang bergerak; terbagi lagi kedalarn benda yang bergerak 

karena sifatnya dan benda yang bergerak karena ditentukan oleh 

undaog-undang. Benda yang bergerak karena sifatnya adalah benda 

yang tidak tergahung dengan tanab atau dimaksudkan untuk mengikuti 

tanah atau bangunan, contohnya barang perabot nunah. Sementara itu~ 

benda yang bergerak karena ditentukan olab uudang-undang adabili 

seperti misalnya penagihan mengenai sejumla.h nang atau suatu henda 

yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagang~ 

surat-surat ohligasi Negara dan sebagainya. 

b. Benda yang tak bergerak; teahagi atas sifiltnYa, tujuan pemakabmnya 

dan karena memang ditentukan oleh undang-undang. Benda yang tak 

bergerak berdasarkan sifatnya adalah taua.h, termasuk segala sesuatu 

yang secara langsung atau tidak langsung. karena perbuatan alam atau 

n Subekti, Pokok-Pokck Htilatm Penlmu, (Jakarta: PT Intermasa,. 1994}, blm.60. 
:u Subekti,cp.dt, hlm.61-62. 
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perbuatan manusia digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah 

itu) yangmana dalru:n hal ini misalnya sebidang pekarangan beserta 

segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang 

dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditaruun di situ (pohon) 

tennasuk buah-buahan eli poh<m yang belum diambil. Karena tujuan 

pemakaian dimaksudk:an sebagai segala apa yang meskipun secara 

tidak sungguh-sunggnh digabunglrnn deogan tanah atau baogunan 

yangmana dimaksudkan untuk mengilruti tanah atau bangunan itu 

untuk waktu yang agak lama, misalnya mesin-mesin dalam suatu 

pabrik. Benda yang tuk bergerak karena meruang ditentukan o1eh 

undang-undang adalah segala hak atau penagihan yaug rnengenai 

suatu beoda yang tak bergerak, misalnya hak penagihan untuk 

pengembalian atau penyerahan benda tuk bergerak. 

Seja1an dangan hal diatas, saham termasuk dalam benda bergerak'', sebingga 

sebagai suatu beoda, maka sahatn memberikan hak kebendaan25 kepada pemiliknya, 

dirnaoa bak ini dapat dipertahankan kapada setiap orang. Oleh karenanya, sebegai 

suatu beoda, selain dapat dimililti, saham dapat dijadikan sebagai jaminan atau 

agunan bagi pemonnban kewajiban atau perikatan atau utang dari peodlik saham yang 

bersangkntan. Hal inl dapat ditemui dalam Kitab Undang-uodang Hukum Perdata 

Pasa1 1131 yakui: "segala kebeodaan si berutang, balk yang bergerak maupun yang 

tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yaug baru akan ada di kemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala peri.katan perserorangan.', 

Sistem buknm jaminan di lodonesia tetbadap bends yang bergerak khususnya 

dalam hal ini temadap saham, meruungkinkan alas saham tersebut untuk dapat 

d.iagunkan secara gadai ataupun dijarninkan secara fidusia. Adanya penjaminan 

secara fidusia inl adalah dilatarbelakangi dongan lahimya Undaag-undang Nomor 42 

24 Lihat l'asal 60 ayat (1) UUPT yang mengatakan babwa: "Sa/tam me.rupttkmt benia bergerak dan 
memberikan hak sebagoimana dimaksud dalam Pasal S2 kepadn pemililazya '', 
25 Hak Kebendaan dimaksudkan sebagai suatu hnk yang memberikan kekuasaan langs1.1ng: atas suatu 
benda, yang dapat dipertahankan t.erbadap tiap orang. 
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Tahun 1999 Tentang Jamlnan Fidusia. Adapun ketentuan yang menegaskan rnengenai 

hal ini adalah terdapat pada Pasal60 UUPT sebagai berikut: 

«(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang 
tidak ditentukan lain dalwn anggaran dasar. 

(3) Gada! saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat 
dalam daftar pemegang sahatn dan daftar khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50. 

( 4) Hak suara at as sahara yang diagunkan dengan gadai alau jaminan f!dusia 
tetap berada pada pemegang saham." 

Penjaminan dalam bentuk gadai dengan fidusia memiliki perbadaan­

perbedaan secara konseptual dimana pada jaminan fidusia haruslah dibuatkan dalam 

bentuk akta otentik sedangkaa pada gadai saham tidak diperlakan adanya akta otentik 

tersebut. Pada gada! sabam nantinya sertifikat saharo dikeluarkan dari pamilik saham, 

sementara pada fidusia saham, penerima jaminan fidusia dapat mcnguasai surat 

saham namun diperlukan pemberian kuasa. Pada jarninan fidusia atas saham adalah 

wajib didaftarkan pada Devartemen Hukmn dan Hak Asasi Manusia gnna 

memperoleh sertifikat jamirum fidusia, sehingga lahimya jaminan fidusia tersebut 

adalah pada saat dikeluarkannya sertifikat jarninan fidusia. Sementara pada gadai 

saham. pendaftaran dan pengumuman tidak diperlukan dan saat sahnya gadai adalah 

pada saat pemberitahuan gadai saham pada perseroan. Hapusnya gadai saham adalah 

pada saat sertifikat saham keluar dari kakuasaan penerima gada!, sedangkan 

keluamya sertifikat fidusia dari tangan penerima jarninaa fidusia tidaklah 

menghapuakua jaminan fidusia tersahut. 

Sebagaimana telah dikatakan sebelwnnya, maka saham sebagai sebuah benda 

memberika.u hak-hak kepada pemi1ik atau pemegangnya. Hal ini dapat ditemukan 

pad a UUPT kbususnya pada Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan hahwa sahara 

memharikan hak kepada pemiliknya untuk: 

l. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham; 

2. menerima pembayara.n deviden dan sisa kekayaan hasillikuidasi; 
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3. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbata.s 

inL26 

Ketentuan seperti yang diatur pada pasal tersebut diatas adalab hanya dapat 

berlaku dan dilaksanakan oleh nama pemegang saham yang namanya tercatat dalam 

Daftar Pemegang Sabarn yang dibua! oleh Perseroan. Hak yang rnelakat pada tiap 

lembar sabarn adalab bak yang tidak dapat dibagi-bagi, oleh karenanya apabila 

terdapat satu lembar sabam yang dimililti oleh lebih dari satu orang, maka hak yang 

ada pada dan labir dari kepemilikan sabam ternebut hanya dapat dipergunakan satu 

kali oleh satu subjek hukum. Sebingga jika terdapat satu lembar sabam yang dimililti 

oleh lehih dari satu onmg atau badan hokum, maka harus ditunjuk satu orsng atau 

badan hukum untuk menjadi wakil bersama.; dan nantinya saham tersebut akan dicatat 

atas nama wakil bersama tersebut pada Daftar Pemegang Saham persero~ dengan 

catatan sebagai kepemilikan bersama (qq). Adapun segala tindekan yang dilakukan 

dan pelaksanaan hak yang diambil oleh wakil bersarna itu akan mengikat selumhnya. 

Secara umum hak pemegang sabam dapat dibedakan ke dalam:27 

I. hak individual yang melekat pada diri pemegang sabarn pribadi, yangmana 

dapat dibagi lagi ke dalam: 

a. hak yang melekat pada penyeJenggaraan atau pclaksanaan suatu 

Rapat Umwn Pemegang Saham, yakni sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 40 Tabun 2007: 

1. Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1}: Hak untuk memanggil 

Rapat Umum Pemegang Sabam; 

ii. Pasal 85 ayat (1): Hak untuk hedir dan bersuara dalam Rapat 

Umum Pemegang Sabarn. 

b. Hak yang sarna sekali tidak berkaitan atau betimbungan dangan 

pelakaanaan Rapat Umum Pemegang Sabam, yakni sebagaimana 

diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 yakni: 

16 Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentlUlg Perseroan Terbatas. 
n Gunawan Widjaja, op.dt, him. 70. 
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1. Pasal 51 jo. Pasal 48 ayat (I): Hale unluk memperoleh saham dari 

penerbitan saham selanjutnya (fu:st right of refusal); 

11. Pasal43 ayat (1} dan (Z): Hale mendahulu untuk ditawarkan dan 

untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang 

hendale menjualsahamnya (apabila diatur dalam anggaran dasar 

perseroan); 

iii. Pasal 61 ayat (l): Hale untuk mengajukan g~~gatan terbadap 

perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena 

tindakan Perseroan yang dianggap tidale adil dan tanpa alasan 

wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan!atau Dewan 

Komisaris; 

iv. Pasal 62 ayat (1) : Hale meminta kepada Perneroan agar 

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang 

bersangkutan tida.k menyetujui tindakan Perseroan yang 

merugikan pemegang sabam atau Persero~ berupa perubahan 

anggaran dasar; pengalihan atau J>flnjaminan kekayaan Perseroan 

yang mempunyal nilai lebih dari 50% (limapuluh persen) 

kakayaan hersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, 

Pengambilalihan, atau Pemisaban; 

v. Pas a! 56: Hale unluk keluar, dalarn hal ini untuk menjual a tau 

mengalihkan sahamnya kepada pihak laiD, dari Perseroan ; 

vi Pasal 71 dan Pasal72: Hale untuk memperoleh deviden; 

vii. Pasall49 ayat (1) huruf d: Hale untuk memperoleh pembayaran 

sisa hasillikuidasi. 

2. hale yang diturunkan dari perseroan, yang dikenal dengan hale derivatif 

(derivative suit atau derivative action). 

a. Pasal 97 ayat (6): Hale untuk atas nama Perseroan , yang dimililci oleh 

pernegang saharn yang mewakili paling sadilcit 1/10 (satu persapuluh) 

bag!an dari jumlah selureh sahara dengan hale suara untuk dapat 

mengajakaa gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi 
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yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada 

Perseroan; 

b. Pasal 1 14 ayat (6): Hak untuk untuk at as nama Perseroan , yang dimiliki 

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit l/1 0 (satu 

persepuluh) bagian dari jumlah se!uruh saham dengan hak suara untuk 

dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris ke 

pengadilan negeri yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkau 

keruginn pada Perseroan. 

Hak Pemegang saham juga dapat dikategorikan ke dalam dua hal yaitu 

sehagai barikut:" 

a. Hak: untuk melakukan pengendalian terbadap perseroan terbatas, dimana 

umumnya bedaku bagi peraegang saham pengandali yang adalah 

pemegang saham mayoritas; 

b. Hak untuk me!akukao pengawasan terhadap perseroan terbatas, dimana 

biasanya diperolah oleh pemegang saham minnritas atllu non-pengendali. 

Pengalihan bak milik at:as saham seperti yang te1ah dikatakan diatas~ dapat 

tetjadi dengan cara yang umumnya terjadi pada peralihan hak milik atas suatu benda 

lainnya yaitu teijadi karena: 

a. Pexjanjian, dalam bentukjual-beli. tukarmenukar atauhibah; 

b. Undang-undang, dikarenak:an adanya pewarisan; 

e. Karena putusan hakim yang berlrekuatan hukum tetap atau yang 

dipe:rsamakan dengan itu, seperti melalui pelelangan. 

Oleh karenanya, dalam melakukan peralihan bak milik atas saham diwajibkan 

untuk memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini adalah dikarenakan bakikat saham itu 

adalah sebagai bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang 

:memberikan hak tagih atas sisa hasil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan 

piutang atas nama dan sebagai bukti pemilikan barta bersama yang terikat dalam 

perseroan terbatas, yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di 

%8 Gunawan Widjaja, op eil, him. 71. 
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Menteri hukum dan HAM RL Adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Dibuat dalam benruk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas 

saham, seperti akta jual be~, akta tukar menukar, atau akta hibah; 

b. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak alaS saham tersebut, tanggal dan 

hari pemindahan hak tersebut ke dalam daftar pemegang saham atau 

daftar kbusus; 

c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri 

untuk dicatat dalam daftar pe..seroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari 

terhitung s~ak tanggal pencatatan pemindahan hak, dilaporkan kepada 

Menteri hukum dan HAM RI serta selanjutnya didaftarkan dalam daftar 

pe..seroan. 

Apabila saham yang hendak dialihkan adalah saham dalam perseroan terbatas 

tertutupl maka Undang-undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa dalam anggaran 

dasar perseroan terbatas tersebut dapatlah diatur ketentuan-ketentuan: 

a. Untuk mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham 

dalam perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan 

terbatas tenehut dijual kapada pihak ketiga; 

b. Meru;yaratkan diperlukannya persetujuan organ perSeroan terbatas 

(RUPS) yang baik pe..setujuan ataupun penolakannya hams diberikan 

secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhiiUilg 

sejak organ perseroan tersebut menerima permintaan pem.indahan hale 

terse but; 

c. Mensyaratkan diperoleheya persetujuanli:zin instansi yang berwenang 

terlebih dahulu, seperti misalnya jik:a perseroan terbatas tersebut adalah 

peneroan teri>atas terbuka, maka berlaku ketentnan dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal, lermasak undang-undang 

pasar modal dan peratu.ran Bad an pengawas pasar modal (Bapepam). 
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3. Kcpemilikan Saham Nominee Pada Perseroan Terbatas Dalam Sistem 

Hukum Indonesia 

Menurut Black's Law Dictionary, Nominee dijabackan sebagai berikut29
: 

LA person who proposed for an office, membership, award or like tittle, or 
status, An individual seeking nomination. election or appointment is a 
ccmdidate. A candidate for election becomes a nominee after being 
nominated, 2. A person designated to act in place of another usually in a very 
limited way. 3. A party who holds bare legal tfttlefor the benefit of others or 
who receives and distribt1.tes funds for the benefit of others. 

Dari pengertian tersebut diatas. dapat dilihat bahwa secara harfiah, nominee 

memiliki dua peogertian yang berbeda. Pengertian pertama adalah nominee merujuk 

pada suatu usuJan atau nomi.nasi kandidat atau calon untuk menduduki so.atu jabatan 

tertentu, Wltuk mempetoleh suatu penghargaan tertent\4 atau ·untuk jenis-jenis 

pencalonan lainnya. Sedangkan pengertian yang kedua adalah dimana nominee 

sebagai orang yang mewakili kepentingan pihak lain. Terkait dengan kepemilikan 

saham pada perseroan terbatas, maka pengertian yang kedua inilah yang 

mengisyaratkan bahwa soorang pemegang saham nominee at.au nominee shareholder 

adalah merupakan seonmg dummy shareholder. Lebih lanjut, Black's Law Dictionary 

mendefinisik:an sebagai berikut '"a shareholderS who own £lock in name only for the 

benefit of the true owner, whose identity is usually concealed." 

Makna dari adanya pemegang saham nominee adalah senantiasa terkait 

dengan keberadaan seorang ataupun suatu pihak tertentu yang dijadikan sebagai 

pemegang saham atau lebih tepatnya pemilik terdafuo- dari sejumlah lembar saham 

tertentu, dan oleh karenanya bertindak dalam hukum sebagai pemllik saham dan 

melaksanakan bakMhak yang dimiliki oleb pemegang saham, manakala pemegang 

saham ')'ang sebenamya•• atau yang menunjuk pihak nominee ini tidaklah 

dicantumk:an atau disebutkan namanya sebagai petn.ilik saham. Selain itu tujuan dari 

adanya kepemilik.an saham nominee ini juga tlntuk dapat menghilangkan hubungan 

terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan Iainnya yang sudah ada atau 

telah didirikan terlebih dahulu. 

19 Gunawan Widjaja, op.cil, him.51-52, 
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Maka dalam konsep nominee ini dapatlah dikenal 2 (dua) pihak, yakni pihak 

nominee sebagai pihak yang tercatat secara hukum dan pihak true owner sebagai 

pihak yang menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari tindakan-tindakan 

yang dilaknkan oleh pihak yang tercatat secara hukmn. Sebingga terkait dengm 

kepemilikan saham pada perseman terbatas, maka nantinya yang akan tercatat dalam 

Daftar Pemegeng Saham pada perseroan teroatas adalah nama dan identitas dari 

nominee sedangkan nama dan identitas dari true owner tidaklah muncul. 

Penggunaan konsep nominee ini dalam kepemiilikan saham pada perseroan 

terbatas dilaknkan oleh pihak-pihak tertenlu untuk mencari jalan keluar dari adanya 

pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah. Selain itu pula bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dengan melaknkan investasi dalam 

bidang usaha yang terdapat iarangan atau termasuk dalam negative list investment di 

Indonesia. Sehingga adanya kepentingan-kepentingan yang berSifat komersial atau 

untuk tujuan usaha tersebut dengan ada:nya konsep nominee akan menyembunyikan 

nama dan identitas dari pemilik saham yang sebenamya dari khalayak umum dan 

khususnya pemerintah Indonesia, karena na.ntinya yang ak:an tercatat adalah nama dan 

identitas pihak yang telah ditunjuk sebagai nominee tersebut 

Setiap pemegang saham nominee yang ditunjuk nantinya akan mewak.Ui 

kepentingan pernilik sebenamya dari saham tersebut {true owner), dimana pen1egang 

saham nominee akan bertindak untuk dan atas nama pem.ilik sebenamya atas saham 

tersehut dengan halt dan kewajiban yang sama dengan pemegang sahana pada 

umumnya; antarn lain untuk menglutdiri Rapat Umwn Pemegang Saham dan 

mengeluarkan hak suam yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 

Namun. pemegang saham nominee tidaklah bebas dalam menetukan tindakan dan 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham meourut kebendaknya sendiri, 

me!ainitan akan bertindak sesuai dengan perintah dan arahan dari pemilik sahana 

sebenamya {true owner). OJeh karenanya hubungan antara nominee dan true owner 

ini dituangkan oleh para pihak dalam perjanjian tersendiri di luar alcta pendirian 

pecseroan terbatas1 balk dengan perjanjian di bawah tangan maupun dengan akta 

otentik. 
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Walaupun terdapat perjanjian diantara keduanya, yakni pihak nominee dengan 

true owner, pemegang saham yang diakui oleh hukum hanyalah pemegang saham 

nominee yang tercatat dalam anggaran dasar dari perseroan. Perseroan dan hukum 

dalam hal ini tidak mengakui pemilik sebenamya saham dalam kepemilikan saham 

pada perseroan terbatas tersebut. Adanya perjanjian nominee antara pemegang saham 

nominee dengan troe owner tersebut pun hanyalah mengikat diantara keduanya, 

sehingga tidaklah mengikat pihak ketiga lainnya. 

Keadaan tersebut diatas adalah merupakan konsekuensi dari pendirian suatu 

perseroan terbatas, dimana walaupun memang pendirian suatu perseroan terbatas 

tersebut didasari oleh kesepakatan antara para pihak yang membuatnya, layaknya 

disayaratkan dalam suatu peijanjian, namun tida.klah terlepas dari adanya batasan­

batasan hukwn lainnya. Batasan-batasan hukum lainnya tersebut adalah seperti 

Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa untuk: menjadikan suatu 

perseroan terbatas ini menjadi sebuah badan hokum, maka perseroan terbatas ini 

memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

Perseroan terbatas tersebut setelah melalui proses pengajuan dan setelah 

mendapat pengesahan dengan adanya Surat Keputusan dari Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka keseluruhan data-data kepemilikan 

saham dan data pengurus yang ada pada akta pendirian perseroan terbatas itupun 

telah masuk dan terdata pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh data-data yang tercatat 

pada database Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

adalah akta-akta yang tercantum dalam akta pendirian. Oleh karenanya, nantinya 

peraturan hanya akan membaca pihak.-pihak yang tercantum dalam akta pendirian 

suatu perseroan terbatas tersebut. 

B. Konsepsi Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perikatan Indonesia Dan Akta 

Notariil Menurut Ketentuan Yang Berlaku 

1. Konsepsi Umum Perjanjian 
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Buku Ill Kitab Undang-Undang Hukum Perdata rnengenal istilah "van 

verbintenissen"" yang dalam kepustakaan hukum Indonesia diteljemahkan menjadi 

perutangan, perjanjian. ataupun perik:atan. dan diantarn ketiga istilah ini yang sering 

digunakan untuk mengartikan verbintenis itu sendiri adalah perikatan.:w. Perikatan 

sendiri adalah rnerupakan hubungan hukurn anta:ra dua pihak di dalam lapangan harta 

kekayaan, dirnana pihak yang satu (biasa msebut sebagai kreditur) berhak atas 

prestasi dan pihak yang laie (biasa disebut sebagai debitur) berkewajiban memenuhi 

presta~i tersebut. 

Sahingga dalam definisi diatas dapat dilihat bahwa pada suatu perikatan 

terdapat hak di satu pihak dan ada pula kewajiban ill pihak yang lainnya. Hak dan 

kewajiban ini merupakan akibat_hubungan hukum yakui hubuugan yang diatur oleh 

hukum. Adapun objek dari perikatan biasanya msebut dengan "prestasi". Lebih lanjut 

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan prestasi adalah sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan adalah unluk 

memberikan sesuatu.. untuk berbuat sesuatu. atau untuk tidak berbuat sesuatu." Pada 

definisi diatas ditemui adanya kata '~sesuatu". dim ana yang dimaksud dengan 

"sesuatu" adalah tergantung daripada maksud dan tujuan daripada pihak yang 

mengadakan hubungan hukum, apa yang akan diberikan, yang harus diperbuat dan 

tidak bolah diperbuat. "Sesuatu" tersebut adalah bisa dalam bentuk materiil 

(berwujud) maupun immaterial (tidak berwujnd). 

Prestasi dari suatn perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berik:ut:31 

a. Harus diperkenankan, dalam artian tidak boleh bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Kitab Undang­

Undang Hukum Perdatamengaturoya dalam Pasal1335 dan 1337n. 

30 Riduan Syahmni, op.cit, blrn.203. 
ll Ibid, h!m.206. 
32 Pasa1 1335 KUHPenlata menyatakan bahwa : "Suatu perja.njian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 
karena suatu sebab yang palsu atau terlarnng, tidak mempunyai kekuatan." 
Pasal 1337 KUH.Perdata menyatakan bahwa : "'Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh 
Undang-undang, atau apabila berlawanan dengankesusllaan baik atau ketertiban umum." 
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b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam artian hams terang dan 

jelas, sebagaimana Ielah dirumuskan pada Pasal 1320 ayal (3) dan 

1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". 

c. Harus mungkin dilakukan, dalam artian mungkin dilaksanakan 

menurut kemampuan manusia. 

Menuru! ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

surnber-sumber perikatan diterangkan babwa perikatan dapat lahir dari suatu 

petianjian maupun dapatlab lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari 

Undang-undang dapat dibagi alas: perikatan yang lahir dari undang-undang S!1Ja dan 

perikatlln yang lahir dari undang-undang karena perbualan seseorang, dimana 

perlmatan orang ini dapat berupa perbualan yang diperbolehkan alaupun yang 

melanggar hukuman (onrechtmatig}". 

Lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai perikatan-perikatan yang lahir dari 

undang-undang saja ialab perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan 

kekeluargaan~ mlsalnya seperti kewajiban seorang anak yang mampu unn.tk 

memberikan natkah pada orangtuanya dalam keadaan yang tidak: mampu, Sementara 

itu perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan yang 

diperbolehkan adalab dapat timbul jika seseorang melakukan suatu "pernbayaran 

yang tidak diwajibkan"". Selain itu, perikatan lain yang labir dari undang-undang 

karena perbuatan yang diperbulehkan adalah yang dinamakan dengan 

zaakwaarneming dan pengaturannya. Zaakl1.-'Clarneming diatur pada Pasal 1354 

31 Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata mengatakan bahwa :''Untuk sahnya suatu petjanjian diperlukan 
empat syarat: 3. suat\1 hal tertentu."' Dimana selengkapnya dalam pasal jni ketiga syarat yang Jain 
adafah sepakal mereka yang mengikatkan dirinya, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, dan 
suatu sebab yang hataL" 
Pesal 1333 KUBl"erdata mengatakan bahwa :» Suatu peljanjian barus mempunyai sebagai pokok suatu 
ba.rang yang paling sedilcit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bmwa jumtah barang tidak 
tentu. asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditootukan atau dihitung." 
u Subekti, qp.cit., hlm.J32. 
» Mengenai "pembayamn yang tidak diwajibkan"' ini dietur pada Pasa1 1359 ayat (l) KUHperdata, 
yangmana petbuatan seperti derniian ini menerbitkan su.atu perikatan yaitu memberikan hak kepada 
orang: yang telah membayar itu untuk menuntut kemba!i apa yang telah dibayatkan dan meletakan 
kewajiban di p.ihak lainll{ltuk mengembaliknn pembayaran-pernbayar.m itu. 
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KUHPcrdata dan terjadi jika seseorang dengan sukarela dan dengan tidak diminta, 

mengurus kepentingan-kepentingan orang lain. 

Perikatan yang lahir dari Wldang-undang dikarenakan perhua1an seseorang 

yang melanggar hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: "Tiap 

perbuatan melanggar hukum.. yang m.embawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salabnya menerbitkan kerugian itu mengganti 

kerugian t<:rsebut". Dikatalom sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau 

onrecllfmatig apabila tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hale ornng 

lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus 

diindahkan dalam peugaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Hal 

inl adalah didasari dari adanya putusan boge raad tanggal13 Januari 1919. 

Perikatan yang lahir dari Peljanjiao diatur dalam buku ill KUHPerdata bab 

ke-lima sampai deugm bab ke-delapan belas. Pe!janjian dapat dikatakan sebagai 

sumber perikatan yang terpenting, hal ini dikarenakan melalui peljanjianlah para 

pihak: mempmzyai kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik yang 

bernama maupun tidak bemama36• Adanya keleluasaan atau kebebasan ini adalah 

dikarenakan sistem terbuka yang dianut oleh buku ill KUHPerdata tersebut 

yangmana para pibak bebas untuk mengadakan kontrak (peljanjian) dengan siapa 

pun, menentukan syarat-syaratuya, pelakaanaannya, dan bentuk kontrak 

(peljanjian}nya, baik berbentuk lisan maupun tertulis37
• Sahingga nantinya kita 

diperkeuaakan untuk membuat peljanjian (kontrak) tersebut, baik yang telah dikenal 

dalam KUHPerdata maupU!l di 1uar K.UHPerdata yang disebut sahagai peljanjian 

bemama maupun tidak bemama tersebut. 

Peugertian Peljanjian (kontrak) dapat dilibat pengaturannya pada Pasal 1313 

KUHPerdata yaitu sebagal berikat: «Peljanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap saru orang atau lebih'1• 

J6 Riduan Syahrani. op.cit., him. 211. 
31 Salim, H.S., Perkembangan Hulaim Kontrak Innominaat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,. 
2003), him. 1. 
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Menurut Black's Law Dictionary, yang diartikansebagai contract ada\ah: "An 

agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to 

do particular thing. " Definisi tersebut diartikan bahwa kontrak merupakan suatu 

persetujuan antara dua orang atau lebih, yangmana men.imbulkan sebuah kewajiban 

wttuk melak:ukan atau tidak: ruelakukan sesuatu secara sebagian. Atau dengan kata 

lain kontrak (peljanjian) dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk 

mel~akan kewajiban~ baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. 

Menurut Salim H.S. dikatakan bahwa perjanjian (kontrak) adatah'': 

"Hubungan hukum antma subjek hukum yang satu dengan subjek hukum 
yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum 
yang satu berbak atas prestasi dan begitu juga subjak huknm yang lain 

· berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai deogan yang te1ah 
disepakatinya." 

Definisi diatas dapatlah dilihat llnSur-unsur dari sebuah petjanjian (kontrak) 

adalah yakni: 

I. Adanya hubungan hukom, yang dimaksudkan sebagai hubungan 

hukum adalah dimana merupakan hubungan yang menimbulkan aldbat 

hukum. Akibat hukum ada lab timbulnya hak dan kewajiban. 

2. Adanya subjek hukum, yakni sebagai pendukong hak dan kewajiban. 

3. Adanya prestasi~ dimana p.restasi ini adalah terdiri atas melakukan 

sesuatu~ berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 

4. Di bidang harta kekayaan. 

Seperti tetah disinggung pada llrn!an sebelumnya diatas, KUHPerdata 

membagi perjanjian menjadi Petjanjian bernama dan Petjanjian tak bernama. 

PeJjanjian bemama adalah petjanjian yang dikenal didalam KUHPerdata seperti jual­

beli, tukar~roenukar, sewa~menyewa, persekutuan perda~ hlb~ penitipan barang, 

pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, peljanjian 

untung-untungan, dan perdamaian. Sementara itu, pexjanjian tak beruama adalah 

38 lbid., hlm.l7. 
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petjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) yang timbul, tumbub.. dan bcrkembang di 

dalam praktik. Perkembangan int adalah didasari dari adanya asas kebebasan 

berlcontrak sebagalmana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1338. Menwut Mariam 

Daru.s Badrutzaman peijanjian talc bernama ini dikatakan sebagai: "'Perjanjian­

perjarYian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masayarakat. Hal 

:ini adalah berdasar kebebasan mengadakan peijanjian atau parlii autonomi yang 

berlaku dalam petjanjian." 

Dari paparan diatas, maka dapatlah ditarik elemen-elemen dari perjanjian tak: 

bemama tersebut adalah: 

I. Peljanjian (kontrak) yang tidak diatur dalam KUHPerdata; 

2. Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; 

3. Didasarkan pada asas kebebasan bed<entrak 

Contoh yang Ielah ada dan berkembang dalam masyarakat adalah berbagai 

petjanjian atau kontrak-kontrak: barn .seperti : kontrak: production shan·ng, joint 

venture, kontrak katya, kontrak kenstruksi, leasing, beli sewa, franchise, dan lain­

lain. 

Selaqjutnyn Buku ill KUHPerdata juga mengenal lima ,. .. penting yakni 

asas kebebasan berkontrak., asas konsensualism~ asas pacta sunt servanda (asas 

kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian39• Asas kebebasan 

berl<Ontrak dapat kita lihat pengaturannya pada Pasal 1338 ayat (!) KUHPerdata 

yakni sebagai berikut: "Semua peljanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang mernbuatnya."' Pengaturan pasal tersebut memililci 

makna bahwa dengan adanya kebebasan membuat pexjanjian terserbut berarti orang 

dapat menciptakan hak-hak pecseorangWl yang tidak diatur dalam buku ill 

KUHPerdata akun tetapi diatur sendiri dalam peljanjian, karena peljanjian yang 

dibuat seeara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pam pihak yang 

membuatnya. 

Adanya kebebasan berkontrak membuat kedudukan pasal-pasal dalam baku 

ill KUHPerdata tersebut khususnya pasal-pasal pada bab V sampai dengan XVITI 

39 Ibid, hlm.9. 
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banyak: yang akan bersifat sebagai hukum pelengkap s:aJa, yang berarti boleh 

dikesampingkan sek.ira.nya para pihak yang membuat peijanjian menghendakinya. 

Selain itu para pihak yang membuat perjanjian juga diperbolehkan untuk 

menciptakan ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan 

dengan apa yang mereka kehendaki. Oleh.karenanya, pasal-pasal tersebut yang dapat 

dikesampingkan itu baru mengikat terhadap mereka~ apabila para pihak tersebut tidak 

mengatumya dalam petjanjian ataupun mengatumya namun tidak lengkap, maka haJ. 

hal tersebut yang tidak diatur tersendiri itu diberlakukan pasal-pasal hukurn 

perikatan40
• 

Asas kebebaaan berkontrak ini mengandung makaa bahwa para pihak diheri 

kebebasan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mernbuat ata.u tidak membuat pelja.njian; 

b. Mengadakan pezjanjian dengan siapapun; 

c. Menentukan isi perjanji8n., pelaksanaan, dan persyaratannya; 

d. Menentukan bentuknya petjanjian. yaitu tertulis ataulisan 

Asas konsensualisme merupakan asas yang mengatak:an bahwa petjanjian 

pada urnunmya tidak diadakan secara funnal, namun cnknp dangan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak, yangmana kesepakatan adaleh penresuaian antara 

kehendak dan pemyataan yang dibuat o!eh kedua belah pihak. Adanya asas ini dapat 

disiwpnikan dalam Pasal 1320 ayat (l) KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: 

" Untuk sahnya suatu peijanjian diperlukan empat syarat: l.sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya;'~. 

KUHPerdata rn.engenal asas konsensualisme tersebut adalah berkaitan dengan 

bentuk peijanjian itu sendiri. Sementara itu asas kepastian hukum atau pacta sunt 

servanda adaleh aaaa yang berimbungan dengan akibat perjanjian. Berkaitan dengan 

asas ini, maka baik bakim maupun pihak ketiga hams mengbonnati substansi 

perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh para pihak, sebagaiwana layakaya sebuah 

undang-undeng, sehingga nantinya meraka tidak diperbolebkan untuk melaknkan 

intervensi terhadap substansi dari perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh para pihak 

40 Riduan Syahrani, op.dt., hlm213. 
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tersebut. Asas ini pun merupakan cenninan dari Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) 

yangmana peijanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang­

undang bagi para pihak tersebut. Asas selanjutnya adalah asas itikad baik, dimana 

maksud dari asas ini adalah agar kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi 

peijanjian (kontrak) berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau 

kemauan baik dari para pihak. Asas ini merupakan simpulan dari Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata yakni :" Per:janjian hams dilaksanakan dengan itikad baik." 

Asas kepribadian atau disebut juga sebagai asas personalitas merupakan asas 

yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu 

peijanjian (kontrak) hanya untuk. kepentingan perseorangan saja Pengaturannya 

dapat dilihat pada Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 KUHPerdata 

berbunyi: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 

meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk: dirinya sendiri". Sehingga yang 

menjadi maksud dari pasal ini adalah pada umumnya seseorang tidak dapat 

mengadakan perikatan atau petjanjian selain untuk dirinya sendiri. 

Pasal 1340 KUHPerdata mengatur bahwa: "Perjanjian hanya berlaku antara 

pihak-pihak. yang membuatnya." Sehingga maksudnya cukup jelas bahwa perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun 

terdapat pengecualian sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yakni dapat pula 

peijanjian diadakan untuk kepentingan pihak. ketiga, bila suatu pe.tjanjian yang dibuat 

untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat 

semacam itu. Oleh karenanya maksud dari pasal ini adalah seseorang dapat saja 

mengadakan peijanjian untuk kepentingan pihak ketiga , dengan suatu syarat yang 

ditentukan. 

Penerapan dari asas personalitas ini dapat kita lihat pada bagian awal 

pe.tjanjian dimana pasti mencantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi 

nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan amatlah 

penting karena hal ini nantinya berhubungan erat dengan suatu perbuatan hukum 

tertentu yang dapat ataupun tidak dapat dilakukan oleh yang bersangkutan. 
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Suatu peljanjian yang sah haruslah memenuhi syarat~syarat sebagaimana yang 

diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni: 

'"Untuk sahnya suatu peljanjian diperlukan. em.pat syarat: 
L sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. kecakapan untuk membuat suaru perikatan; 
3. sualu hal tertentu; 
4. suatu sebab yang bala!." 

Syarat pertama yang dikemukakan dalam pasa! diatas adalab adanya 

kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan adalab persesuabm pemystaan 

kebendak antara satu orang atau lebih dengan pihak labmys41
• Sehingga yang sesuai 

itu. ada lab pemyataannya, karena kehendak tidaklab dapat dilibat maupun dike!abui 

oleh orang lain. Adapun cara-cara untuk teljadinya persesuaian kehendak tersebut 

yaitu dengan: 

a. bahasa yang sempuma dan tertulis; 

b. bahasa yang sempwna secara lisan; 

c. bahasa yang tidak sentpurna asal dapat diterima oleh pi.hak 

lawan. Karena clalam kenyataannya sering kali seseorang 

menyampaikan dengan babasa yang tidak sempuma tetapi 

dimengerti oleh pihak lawannya; 

d. balrasa isyarat asal dapat diterima oleh piliak lawannya; 

e. diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima 

pihak lawan. 

Diantara eara-cara yang dikernukekan diatas, cara yang paling banyak 

dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan babasa yang sempuma secam lisan dan 

secara tertulis. Adapun tujuao dari pembuatan peljanjian seeara tertulis adalah untuk 

memberikan kepastian bukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang scmpuma 

apabila teJjadi sengketa ata.u perselisihan di kemudian hari. 

41 Salim. H.S., op.cil.,hlm. 23. 
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Cakap merupakan syarat wnum untuk dapat melakukan perbuatan hukum 

secara sah. dimana orang-orang yang cakap berarti harus sudah dewasa~ sehat akal 

pildtan dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang~undangan untuk 

melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Uk:uran untuk kedewasaan adalah bagi yang 

telah berumur 21 tahun dan atau sudab kawin. Sementara orang yang tidak 

berwenang untuk: melakukan perbuatan hukum adalah anak dibawah umur, orang 

yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri42
• Persyamtan mengenai kecakapan inl 

amatlah penting, disamping para pihak yang akan membuat petjanjian inl adalah 

mempertarubkan kekayaannya sehlngga yang bersanglrutan adalah seharusnya 

sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terbedap ha:rta kekayaannya tersebul Namun 

pula mengingat nan:tinya para pi.hak yang akan membuat perjanjian ini akan terikat 

pada petjanjian yang dibuatnya tersebut. sehingga harus benar-beiW memiliki 

kemarnpuan untuk menyadari r.anggungjawab yang akan dipikulnya karena perbuatan 

hukum yang dilakukannya tersebut. Oleh karenanya, kecakapan untuk membuat suatu 

peljanjian inl mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi 

miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya43
• 

Kecakapllll unruk melakukan tindakan huknm merupakan kewenangan yang 

diberikan dan dijamin oleh hukum tidak saja terhadap orang pribadi tetapi juga 

terhadap korporasi (legal entity). Keeakapan untuk melaknkan tindukan ataupun 

hubungan huknm untuk dan atas kepantingll!l pribadi adalah beahada dengan 

kewenangan melakukan tindakan bekare untuk dan atas kepeutingan suatu badan 

huknm (legal entity). Kewenangan dalaru melukukan tindakan bekare untuk dan alas 

kepentingll!l badan hukum. seperti misalnya pada perseroan terbatas, hanya dapat 

dilak:uk.an oleh orang dewasa yang mempunyai jabatan direksi pada perseroan 

42 Menunu Pasa11330 KUlfl"erdata, istri tem1asuk golongan yang tidak cakap untuk membuat suatu 
perjanjian, na.mun dalam ~embangannya istri dapat melakukan pe:rbWI.I.a.n bukum, Hal ini 
sebagaima.na dapat dilihat pengat'llJ'i!finya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, yangmana dikatakan sebagal berlkut 
"1. Hak dan kedudukan istri adalah scimbang dalgan hak <ian kedudukan suami dalam kehidupan 

rnm>h- dan petgaulan hidup beo!ama dalam ~ 
2. Masing~m.asing pihak berhak untuk melalrukan perbuatan hukunt. 
3. Suami adalah kepaia keluu:ga dan isrrl ibu l'Ull'l.ll.h tfmgg:t" 
Sela.in ihljuga dapat dilihat pengaturan pada SEMA Nomor 3 Tahun 1963. 

43 Salim. H.S., op.cit.,hlm. 24. 
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terbatas tersebut ataupun orang dewasa yang mendapatkan kewenangan (power of 

attorney) untuk mewakili kepentingan perseroan terbatas dari direktur perseroan 

terbatas tersebut'w. 

Suatu hal tertentu seperti pada Pasal 1320 KUHPerdata diatas adalah 

dimaksudkan sebagai apa yang menjadi objek peljanjian, yangmana hal ini adalah 

prestasi. Menurut Mertokusumo, prestasi adalah : '"apa yang menjadi kewajiban 

debitur dan apa yang menjadi bak kreditur". Prestas.i sebagai ohjek dari peljanjian 

hllfWllah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal ini adalah sangat penting 

untuk dapat mengulrur bagaimana para pihak menjalankan prestasi masing-masing 

terhadap hal-hal yang Ielah disepakati tersebut. Karena apabila hal-hal yang 

disepakati tidak jelas dalam sebuah peljanjian, maka akan menimbulkan 

ketidalgelasan peljanjian {knntrak) dan dapat mengakibatkan peljanjian (kontrak) 

tersebut batal derni hnkum keberlakuannya. Lebih lanjut Subakti mengatukan bahwa 

petjanjian tersebut dari semula tidak pemah dilahirkan petjanjian dan tidak pemah 

ada suatu perikatan4s. 

Syarat terakhir menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya 

suatu peljanjian adalah adanya suatu sebab (causa) yang balal. Da!am Pasal ini tidak 

dijelaskan pengertian causa yang balal tersebut, namun ditegaskan bahwa suatu 

kontrak (peljanjian) yang didasari oleb causa yang tidak ha!al adalah batal demi 

bukum. Hal ini adalah sejalan dengan Pasal 1335 KUHPerdata yang mengatakan 

bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang 

palsu atau terlarang, tidak mempunyai kckuatan. Suatu sebab/causa yang terlarang 

adalah apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. Lebih 1"'1iut pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1337 KUHPerdata yakni 

sebagai betikut: "Suatu sebah adalah terlarang jikn sebab itu dilarang oleb Undang­

undang atau hila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban 

UMUttl." 

'"Ricardo Slmanjuntak, Teknik Pera.ncangan. Kontrak Bisnis, {Jakarta: Kontan., 2006), him. 165. 
4s Ibid, hJm.. HiS-
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Terhadap keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata seperti yang telah 

diuraikan diatas. maka syarat yang pertama dan kedua, yakni adanya kesepakatan 

diantara para pihak yang membuatnya serta kecakapan dari para pihak pembuat 

perjanjian tersebut, disebut sebagai syarat subyektit: Dikatakan sebagai syarat 

subyektif adalah dikarenak.an berkenaan dengan pihak-pihak yang membuat 

peljanjian tersebut. Apabila kedua syarat torsebut tidak terpenubi maka peljanjian ilu 

dapat dibatalkan dalam artian salah sam pihak dapat mengajukan kapada Pengadilan 

unfllk membalalkan peljanjian yang disapakatinya. Sedangkan syarat ketiga dan 

keempat, yakni adanya objek peljanjian dan snafu sebab (causa) yang halal, adalah 

merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian karena menyangkut objek peljanjian. 

Oleh karenanya, apabila kedua syarat ini tidak dipenubi maka perjanjian ifll batal 

demi hukum, yang bararti peljanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dari semula 

dianggap tidak ada. 

2. Tinjauan Terhadap Karakter Yuridis dari Akta Notaris 

Istilah akta adalah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni acta, 

sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan acte, dan da.Iam bahasa Inggris 

dlsebut dengan deed. Ak:ta merupakan suatu surat atau tulisan. Menurut I.G Ray 

Wijaya, akta adaiab46
: ''Suatu pemyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oieh 

seseorang atau oleh pihak-pihak dengan rnaksud dapat dipergunakan sehagai alat 

bukti dalam proses hukum." Definisi tersebut menunjakkan bahwa akta hanya 

berkaitan dengan yang disehut sehagai akta dibawah tangan, karena akta ini 

ditandatangaui dan dibuat oleh seseorsng. Padahal akta tidaklah banya akta yang 

dibuat di bawah tangan, retapi juga akta otentik yang dibuat di muka dan dl hadapan 

pejabat yang berwenang. Lebih lanjut dapat dilihat dalam definisi diatas, tujuan 

utruna dari dibuatnya akta diatas adalah fungsinya yang akan digunakan sebagai alat 

bukti di muka pengadilan. 

46 Salim. H.S., dkk., Perancanga11 Kontrak dan Memorandum Of Underslanding (MOUJ~ 
(Jakarla:SinarGrafika, 2007), blm. 29. 
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Menurut Algra, dkk., akta adalah47
: "Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai 

sebagai bukti suatu perbuatan hukum atau tulisan yang ditujukan untuk pembuktian 

sesuatu." Uraian dimaksud menitikberatkan akta dari aspek penggunaannya, yakni 

sebagai bukti suatu perbuatan hukum. Y angmana perbuatan hukum adalah perbuatan 

yang menimbulkan hak. dan kewajiban. Adapun kelemahan dari definisi diatas adalah 

hanya melihat akta pada aspek pembuktian semata-mata, padahal akta tidaklah hanya 

sebagai alat bukti, namun juga merupakan sarana untuk memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan akta sebagai: "Surat tanda 

bukti berisi pemyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi 

yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris 

atau pejabat pemerintah yang berwenang." Terdapat unsur-unsur dari pengertian akta 

yang diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yakni surat tanda bukti, 

memuat pemyataan resmi, dibuat menurut peraturan yang berlaku, serta disaksikan 

dan disahkan oleh Notaris atau peabat pemerintah yang berwenang. Surat tanda bukti 

merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan 

hukum. Aleta memuat pemyataan resmi yang artinya bahwa apa yang tertulis dalam 

akta iiu merupakan pemyataan yang sah dari pejabat atau para pihak. Dibuat menurut 

peraturan yang berlaku diartikan bahwa akta yang dibuat di muka pejabat atau dibuat 

oleh para pihak selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sementara itu, pengertian disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat yang 

benvenang yakni ialah akta yang dibuat itu, terutama untuk akta dibawah tangan, 

disaksikan dan dinyatakan benar atau asli oleh Notaris atau pejabat yang berwenang 

untuk. itu. Sehilbungan dari hal-hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

definisi yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah dimana 

akta hanya sebatas akta dibawah tangan saja. Hal ini dikarenakan pemyataan yang 

termuat dalam akta tersebut disaksik.an dan disahkan oleh Notaris atau pejabat 

pemerintah yang berwenang. Padahal, dalam kenyataannya, akta adalah tidak. hanya 

471bid. 
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akta dibawab tangan, tetapi juga akta otentik yang merupakan akta yang dlbuat oleh 

atau dihadapan p«iabat yang be.wenang. 

Menurut Prof. R. Subek:ti~ S.H.~ akta didefinisil::an sebagai~: " Suatu tulisan 

yang memang dengan sengaja dlbuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa 

dan ditandatangani." Dengan demikian. dapat dilihat dari pendapat diatas, maka 

unsur-unsur penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu 

bukti tertulis dan adanya penandatanganan tulisan itu49
. Dengan menaruh tanda 

tangannya, seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis 

dalam alcta rersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang dltulisnya dalam alcta 

tersebut. 

Pada dasamya, alcta dapat dibagi menjadi dua jenis yakni alcta di bawab 

tangan dan alcta otentik, yang mana hoi ini dapat juga diternui dari Pasal 1867 

KUHPerdata sebagai berikut " Pembuktiao dengan tulisan diiakukan dengan tulisan 

otentik atau dengan tulisan di bawah tangan". Akta di bawah tangau laz:im dikenal 

dengan onderhands, dimana akta ini adalah dibuat oleh para pihak. tanpa perantaraan 

seorang pejabat Akta dl bawab Iangan ini teibagi lagi menjadi tiga jenis yakni: 

!. alcta di bawah Iangan dlmana para pihak menandatangani kontrak itu 

di atas materai, disini dapat dilibat ketidakterlibatan dari pejabat 

umum; 

2. alcta dl bawah Iangan yang didaftar (waarmerken) oleh 

Notaris/pejabat yang berwenang; 

3. alcta dl bawah Iangan dan dllegalisasi oleh Notaris/pejabat yang 

bexwenang. 

lstilah yang digunakan untuk alcta dl bawah Iangan yang dilegalisasi adalab 

alcta di bawah tangan yang disahkan, sementara istilab alcta di bawab Iangan yang 

didaftar (waannerken) adalab dibulruklln. Akta di bawab Iangan yang disabkan 

merupakan akia yang harus ditandatangani dan dlsahkan di depan notarislpejabat 

48 R. Subekti, HukumPembuktian, (Jakarta:Pradny.a Paramita, 1995), .hlm. 25. 
>4!!' Adanya syarat penandatanganan itu dapat kita !ihat dati Pasal 1874 KUHPerdata yang memuat 
"ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dariJW.da tulisan·tulisan dibawah tangan dari 
Of'll.l'l$•Ql"al1g Indonesia atau yang diper:samakan dengan mereka." 
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yang berwenang. Adapun makna dilakukannya pengesahan terhadap akta di bawah 

tangan adalah: 

a. Notaris menjamin hahwa benar orang yang tercantum namanyn 

dalam kontrak (pe.tjanjian) adalah orang yang menandatangani 

kontrnk (perjanjian); 

b. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda Iangan tersebut dilakukan 

pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak (perjanjian}. 

Sedangkan akta di bawah tangan yang dibukukan adalah bahwa yang dijamin 

oleh Notaris adalah akta tersebut memang benar Ielah ada pada hari dan tanggal 

dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh Notaris. 

Menurut Black's Law Dictionary, akta otentik (acte authentique) adalahso: "a 

deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, 

grejfer. or functionary qualified to act in the place in which it is drawn up". Jika kita 

artikan definisi diatas adalah bahwa akta, dibuat dengan formalitas tertentu, di 

hadapan seorang Notaris. walikota, panitera. atau pf:jabat yang memenuhi syarat 

sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi 

ini menunjukkan bahwasanya suatu akta dapat dilihat sebagai sebuah akta otentikjika 

d.ilihat dari segi bentuk akta dan pejabat yang membuatnya. Akta itu dibuat dalam 

bentuk tertulis dan pejabat yang membuatnya adalah: Notaris. Walikota, Panitera, 

atau pejabat yang memenuhi syarat. 

Kitab Undang~Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengatm mengenai 

akta otentik ini, yakni seperti yang temyata dalam Pasal 1868, yakni sebagai bariknt: 

"Sualu akta otentik ialah suatu akta yang didalarn bentuk: yang ditentuk:an oleh 

undang-undang, dihuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berk:uasa 

untuk: itu di tempat di mana akta dibuatnya''. Pengertian yang dibarikan oleh pasal 

diatas manayaratkan terdapet 3 (tiga) unsur dari sebnah akta otentik yakni: 

I. harus dibuat dalarn bentuk: yang ditentuk:an oleb undang-undang; 

2. harus dibuat oleb (door) atau di hadapan (ten qverstaan) seorang 

pejabat umum; 

so Salim. H.S., dkk., op.cit., blm33. 
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3. pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut 

Unsur dimana akta dibuat dalam bentuk tertentu diartikan bahwa suatu akta 

otentik yang telah ditentukan bentuknya sesuai dengan pernturan perundang­

undangan, misalnya seperti akta jual beli tanah yangmana akta inl telah dibakakan 

oleh pemerintah. Lebih lanjut, Pasal 38 Undang-undang Jabatan Nolllris, menjadi 

parameter pengukuban bentuk dari suatu akta notaris itu sendiri. 

Maksud akta otentik itn hilllls dibuat oleh atau di badapan pejahat yang 

berwenang adalah bahwa akta oteotik itu dapat berupa akta otentik yang dibuat oleh 

pejabat dan akta oteotik yang dibuat oleh pam pihak". Akta otentik yang dibuat oleh 

pejabat adalah akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalamjabatannya), atas segala apa 

yang dilihat, dideogar, dan disaksikan. Misalnya akta perkawinao, akta lelang. dan 

akta berita acara rapat perseroan, dan sebagainya. Sementara itu, akta otentik yang 

dibuat oleh para pihak merupakan akta otentik y- dibuat para pihak dan dioyatukan 

di depan pejabat yang berwenang, Yang dimaksud pejabat yang berwenang dlsini 

adalah notaris, ~ahat PPAT, dan lainnya. 

Oleh karenanya dalam prnkrek nolaris, dapat kita lihat bahwa akta yang dibuat 

oleh (door) Notaris disebut sahagal akta Relaas atau akta Berita Acara atau akta 

Pejabat, yangmana berisi berupa urnian Notaris tentaog apa yang dilihat dan 

disaksikau Notaris sendiri atas permintaau para pihak. agar tindakan atau perbuatan 

para pihak yang dilakukan di!nangkan ke dalam benlnk akta Notaris. Termasuk dalam 

akta Relaas ini antara lain adalah berita acara rapat para pemegang saham dalam 

perseroan terbatas, dan akta pencatatan budel~ dalam bal ini notaris 

meoerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagal p~abat umum kesaksian deri 

semua apa yang dilihat, dlsaksikart, dan dialaminya alas apa yang dilakakan pihak 

lain52
• Sementam itu, akta yang dibuat di hadapa.n (len overstaan) Notaris, disebut 

sebagal akta Pihak {akta Partij) yang berisi w:aian atau keterangart, pernyataan para 

pihak y- diberikan atau yang dicerilllkan di hadapan Notaris. Dalam hal ini para 

" 1 Salim. H.S., dkk, op.cit.,hlm. 34. 
n O.H.S., Lumban Tobing, Pcraturan Jabal an Notaris, (Jakarta: Erlangga), hlm.S2. 
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pihak berkeingimm agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta 

notaris. 

Notarisjika dilihat pada ketentuan Pasal IS ayat (1) Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa salah satu kewenangan 

Notaris yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: 

J. tidak dikeeualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan olah undang­

undang; 

2. menyangkut akta yang barns dibuat atau berwenang membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, peJjanji~ dan ketetapan yang 

diharuakan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang 

bursangketan; 

3. mangenai subjak huknm (orang atau badan huknm) untuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang be:tkepentingan; 

4. berwenang mengenai tempat, di mana al-ta itu dibuat. hal ini sesuai 

dengan tempat kadudukan dan wi!ayahjabatan notaris; 

5. mengenai waktu pe.mbuatan. akta, dalarn hal ini Notaris harus 

menjamin kepastian waktu mengbadap para peoghadap yang 

tercantum dalam ak:ta, 

lrawan Soerodjo mengemukakan bahwa dalam :,-uatu akta otentik haroslah 

menganduug 3 (tiga) unsur esenselia agar syarnt formal suatu akta otentik: dapat 

dipenuhi yakni": 

1. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

2. dibuat oleb dan di hadapan pejabat umum; 

3. akta yang dibuat oleh afml di hadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk. itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. 

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jahatan Notaris 

pada Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian mengenai Akta Notaris, yaitu: "Akta 

otentik yang dibuat olah atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

n Habib Adjie~ Sanksi Perdala iftm Atlminislrfllif Terltado.p Notaris Sebagai Pejohat Publik, 
(Bandung: PT Refika Aditama,2008), h!m. 56. 
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ditetapkan dalam Undang-undang ini". Sehingga dari pengertian yang ternyata dalam 

ketentuan mengenai Jabatan Notaris diatas adalah unsur-unsur akta notaris, meliputi: 

1. dibuat oleh atau d.i hadapan notaris; 

2. bentuk tertentu; 

3. tala cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 

Akta otentik yang dibuat oleb a tau di badapan Notaris itu sendiri juga meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. mengenai semua perbuatan; 

b. perjanjian; 

c. ketetapan yang diharuskan oleh perntwan perundang..undangan; dan 

a tau 

d. yang di.kebendl!,ki oleb yang berkapentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik. 

Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris sebagaimana 

diatur oleb Uodang-undang Jaballln Notaris pada Pasal!S, yakni adalah: 

I. membuat akta otentik; 

2. menyimpan akta; 

3. memberikan grosse; 

4. memberikan salinan akta; 

5. memberikan kutipan aida; 

6. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dal!III1 buku kbusus ; 

7. membukukan sw:at-surat di bawah Iangan dengan mendaftarkan 

dalam buku kbusus; 

8. membuat kupi dari asli surat-surat di bawah tangan herupa salinan 

yang memuat ntahm sebagaimana ditulis dan dig!III1harkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

9. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan SW"clt aslinya; 

10. memberikan penyuluban hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta; 
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11. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; 

12. membuat akta risalah lelang; 

13. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Yang termasuk kewenangan lain dari Notaris adalah membuat54
: 

a. akta pendirian koperasi;55 

b. akta perubahan anggaran dasar koperasi;56 dan 

c. akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi (Pasal 3 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris 

Sebagai Pembuat Aleta Koperasi). 

Seperti yang telah dipaparkan pada uraian-uraian diatas, maka dapatlah dilihat 

karakterymidis dari akta Notaris adalah sebagai berikut:57 

s.c ibid, h1m 36. 

I. Aleta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 

Undang-undang, dalam hal ini UUJN; 

2. Aleta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan 

keinginan Notaris; 

3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam 

hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak. bersarna-sama 

para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta; 

4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma. Siapapun terik:at 

dengan akta Notaris serta tidak. dapat ditafsirkan lain. selain yang 

tercantum dalam akta tersebut. 

5. Pembatalan daya ikat akta Notaris banya dapat dilakukan atas 

kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika 

'
5 Akta pendirian koperasi ada1ah akta peijanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka 
~embentukan koperasi dan memuat anggarnn dasac koperasi. 

Aleta perubahan anggaran dasar koperasi adalah Bkta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi 
dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pemyata:an dari para anggota. atau 
kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rnpat anggota atau kuasanya, yang ditunjuk dan 
diberi kuasa dalam suatu rnpat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan 
anggaran dasac (Pasal 1 angka 1 dan 2 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKMIIX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi). 
j
7 Habib Adjie, op.cit, him. 71-72. 
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ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju hams 

mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang 

bersangkutan tidak mengikat )agi dengan alasan-alasan tertentu 

yang dapat dibuktikan. 

Seperti yang telab dipaparkan sebelumnya, pada dasamya akta teroagi 

menjadi dua lllllcam, yakni akta di bawab Iangan dan akta otentik. Berkaitan dengan 

keknatan pembuktian dan daya mengikat torhadop pibak ketiga dari kedua macam 

akta ini, terdapat petbedaan diantara keduanya. Akta di bawab Iangan merupakan akta 

yang dibuat oleh para pihak, kekuatan mengikatnya terhadop pihak kntiga dapat kita 

lihat pada pengaturan dalarn KUHPerdata Pasall880, yakni sebagai bcrikut: 

"Akta di bawab tangan, sejaub tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana 
termaksud da1am Pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak 
mempunyai keknatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak bari dibubuhi 
pemyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejilbat lain yang ditunjuk oleh 
undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang~undang atau sejak 
hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; 
atau sejak hari dibuktikan adanya akta di bawab Iangan itu dari akta-akta 
yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak bari diakuinya akta di bawab 
tangan itu secara tertulis oleh pihak: ketiga yang dihadapi akta itu_" 

Sehingga, jika mengacu dari ketentuan pada pasal tersebut diatas~ maka dapat 

disimpulkan babwa akta di baweh tangan akan mempunyai knknatan mengikat 

terhadap pibak lretiga jika telab tmpeouhi syarat-syarat sebagai beriknt: 

I. akta di bawab Iangan itu dibubuhi pemyataan oleb seorang notaris 

atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibuknkan 

menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang; 

2. Stliak bari meninggalnya si peuanda Iangan atau salah soorang 

penanda tangan; 

3. sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawab tangan itu dari akta­

akta yang dibuat oleb pejabat wnum; atau 

4. sejak hari diakuinya akta di baweh Iangan itu seeara tertulis oleh 

pihak ketiga yang dihadapi akta itu (Pasai!SSO KUHPerdata) 
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Kekuatan pembuktian akta otentik, dalam hal ini tennasuk juga akta notaris, 

adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang­

undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas 

yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang 

tertentu. Oleh karena itu, akta otentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya 

sempuma, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pada setiap akta 

otentik, terdapat tiga kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian lahiriah 

(uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht), dan 

kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht). 

Kekuatan pembuktian lahiriah dari suatu akta otentik dimaksudkan bahwa 

akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta 

otentik atau dengan kata lain dikenal dengan acta publica probant sese ipsa, 

yangmana kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh akta yang dibuat di bawah 

tangan58
• Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata dimana 

dikatakan bahwa akta yang dibuat di bawah tangan bam berlaku sah, yalmi sebagai 

yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila 

yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila 

itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh 

yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya 

menandakan dirinya dari luar7 dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang 

pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, 

sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik59
• Dengan kata lain, 

beban pembuktian adalah berada pada pihak yang menyangkal keotentikan dari akta 

notaris/akta otentik tersebut. Adapun parameter untuk dapat menentukan suatu akta 

notaris adalah sebagai akta otentik, yaitu dengan terdapatnya tanda tangan dari 

Notaris yang bersangkutan, baik pada minuta dan salinan serta adanya awal akta 

(mulai darijudul) sampai dengan akhir akta. 

58 G.H.S. Lumban Tobing., op.cit., him. 55. 
59 Ibid. 

Universitas Indonesia 

Akibat Hukum..., Aprenia Andita, FH UI, 2009



48 

Kekuatan pembuktian fonual dimaksudkan bahwa sepanjang mengenai akta 

pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang 

dilihat, didengar dan juga dilakuk:an sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di 

dalam menjatankan jabatannya. Oleh karenanya, dalam arti fonnal, terjamin 

kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda Iangan yang terdapat 

dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, serta tempat dimana akta itu 

dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pibak menerangkan seperti 

yang diuraikan daJam akta itu., sedang kebenarnn dari keterangan·keterangan itu 

sendiri hanya pasti antara para pihak-pihak sendiri. Sementara itu, pada akta di bawab 

tangan, kekuatan pemhnktian itu ha.uya melipari kenyataan, bahwa kerenmgan itu 

diberikan, apabila tanda nmgan itu diakul olab yang menandatanganinya atau 

dianggap sebagai telah diakul sedemikian menwut hukum. Jika terdapat 

permasalaban berkenaan dengan aspek fonnal tersebu~ maka pihak yang 

mempermasalahkan akta tersebut banlslab melakukan pembuktian torbalik untuk 

menyangkal aspek fonnal dari akta notaris itu, dan selama pihak tersebut tidak dapat 

memhnktikannya meka akta tersebut haruslab diterima oleh siapapun. Adapun 

formalitas dari akta yang harus dapat dibuktikan ketidakbenarannya adalah sebagai 

berikut60
: 

a. hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap; 

b. mereka yang mengbadap; 

c. apa yang dilibat, disaksikan, dan didengar notaris; 

d. pemyataan atau keterangan para pihak yang diharikan atau 

dlsampaikan di badapan notaris; 

e. tanda Iangan para pihak, saksi dan notaris 

f. jika terdapat prosedur pembl!1ltan akta yang tidak dilekukan. 

Oleh karenanya, siepopun depat melakukan pengingkaran atau penyangkalan 

atas aspek funnal dari akta Notaris, apabila yang bersangkutan merasa dirugikan 

GO Habib Adjie, op,cit., htm. 13. 
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dengan melakukan gugatan ke pengadilan umum dan mernbuktikan pelanggaran atau 

ketida.k.sesuaian yang berkenaan dengan aspek formal dari akta Notaris tersebut. 

Kekuatan pembuktian material adaJah dimaksudkan sebagai isi dari akta itu 

sendiri. Dengan kata lain adalah habwa apa yang tersebut dalam ak:ta merupakan 

pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang 

mendapat hak dWl berlaku untuk wnum. Sehingga, segala keterangan atau pernyataan 

yang dituangkWlatau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan 

pam pihak yang diberikan atau disampaikan di imdapan Notaris dan pam pihak 

imruslah dinilai benar sampai ada yang pembuktian sebaliknya. lsi keterangan yang 

termuat dabtm akta itu berlaku seimgai yang beoar di antara pihak dan para ahli waris 

serta penerima hak mereka, dengan pengertian bahwa: 

a. bahwa akta iru, apahila dipergunakan di muka pengadilao, adalah 

cukup dan bahwa hakim tidak diperl<enaukan untuk meminta Ianda 

pembuktian lainnya di samping ill!; 

b. bahwa pembuktian sebalilrnya senantiasa diperl<enankan dengan alat­

alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menwut undang~ 

unda.ug.6t 

Sehingga dapat dikatakan, baltwa suatu akta otentik, apabila dipergunakan di 

muka pengadilan, adalah eulrnp dan imkim tidak diperkenankan untuk meminta tanda 

pembuktian lain di samping itu. Karena undang-undang mengikat imkim peda alat 

bukti tertulis, dalam bal ini kbususnya akta otentik, sebab apabila tidak demikian, 

maka apa gananya undang-undang menunjuk pam pejabat yang dirugaskan untuk 

membuat akta otentik sebagai ala! bukti, jikn dapat dikesampingkan begitu saja oleb 

paraimkim. 

Jika akon membuktikan aspek materill dari akta, maka pihak yang 

bersangkntan harus dapat membuktikan babwa Notaris tudak menerangkan atau 

menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di 

imdapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian 

61 G.H.S. Lurnban Tobiog, op.dt., him. 60. 
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terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam peiaksanaan tugas 

jahatannya, Notaris sehagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik tersebut 

selain harus bertindak: jujur, seksamal mandiri, tidak herpihttk, serta menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hnlrum dalam akta tersebut, maka 

Notaris juga selayakaya memperbatikan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris 

yang baik, yakni sebagai berikut62: 

a. Asas Persamaan, dbaakaudkan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat tidakll!h membeda-bedakan satu dengan yang lainnya 

berdasarkan keadaan sosial ekonomi ataupun alasan lainnya, hanya 

alasan hnlrum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat 

membetikan jasa kepada pihak yang mengbadap Notaris. Bahkan 

dalarn Pasal37 UUJN"' dikatakan agar Notaris wajib membetikan jasa 

hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang 

tidak mampu. 

b. Asas Kepercayaan, dbaana jabatan Notaris merupekan jabatan 

kepereayaan, oleh karenanya sejalan dengan hal lni, dalam UUJN 

terlihat penerapanjabatan kepercayaan ini pada Pasall6 ayat (I) huruf 

e64 yakni untuk merahasiak:an segala sesuatu meogenai akta yang 

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta 

sesuai dengan ~1.l.Dlpahljanji jabatannya kecuali ditentukan lain oleh 

undang"undang. Sejalan dengan hal tersebut maka dapatlab dilihat 

bahwa pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai 

ketika caJon Notaris disumpah atau mengneapkan janji sebagai 

Nntaris. 

e. Asas Kepastian Huknm, dimana Notaris dalarn menjalankan tugas 

jabatann;ya wajib berpedoman secara normatif terhadap aturan hukum 

yang berkaitaa dengan sega! tindakan yang akan diarnbil 1mtuk 

62 Habib Adjie, op.cil, hlm.82~87. 
£~llld<mesia, Undang-undang Jabatan Not.nris. UU No.30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004, TLN 
No.4432. 
""'Ibid. 
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kernudian dituangkan daJam ak:ta. Hal tersebut adalah untuk kepastian 

kepada para pibak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh 

Notaris teJah sesuai dengan aturan hukum yang berla.ku, sehingga jika 

teijadi pemrnsalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para 

pibak. 

d. Asas Kecennatan, yangmana. merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 

(I) hurof a yakni Notaris w~ib bertindak seksama. Notaris dalam 

me!akukan tugas jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta yaitu 

de~an: 

1. melakukan pengenalan terbadap penghadap, beroasarkan 

identitasnya yang dipcrlihatkan kepada Notaris? 

2. menanyakan kemudian mendengarkan dan mencennati 

keinginan atau kehendak para pibak tersebut, 

3. memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan a tau 

kehendak para pihak, 

4. memberikan sacan dan membuat ke.rangka akta Wltuk 

memenuhi keinginan atau kehendak pam pihal4 

5. memenubi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, 

seperti pembaJ:llllll, penandatanganan, memberikan salinan, dan 

pemberkasan uatuk minuta, 

6. melakukan kewajiban Jain yang beakaitan dengan pelaksantlllJl 

luges jabatm Notaris. 

e. Asas Pembeaian Alasan, dirnaksudkan agar setiap akta yang dibuat di 

hadapan atau oleh Notaris hams mempuayai alasm dan fakta yang 

mendulamg serta dijelaskan pula kapada para penghadap mengenai 

pertimbangen hukanmya, 

f. Larangan Penyalehgenaan Wewenang, dalam Pasal 15 UUJN te!ah 

ditentukan batasan·batasan kewenangen dari Notaris. Sehlngga jika 

terdapat tindakan·tindakan yang dilakukan Notaris di luar wewenang 

yang telah ditentukan) rnaka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai 
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penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, terhadap pihak yang 

dirugi.kan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. 

g. Larangan bertindak sewenang~wenang, yakni Notaris dapat 

menentukan apakah tindakan para pihak dapat dituangkan dalarn 

bentuk akta Notaris atau tidak, dengan mempertimbangkan dan 

melihat seluruh dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Sehingga 

peranan Notaris dalam hal ini untuk menetukan suatu tindakan 

tersebut diatas serta agar setiap keputusannya harus dijelaakan dengan 

alasan hakum kepada para pihak. 

h. Asas Prupornioualitas, dimana dalam Pasal 16 ayat (I) huruf a 

dikatakau bahwa Notaris harus juga dapat menjaga kepentingan para 

pihak yang terkait dalarn perouatan hukum. Oleh karena itu, Notaris 

wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

para pihak yang menghadap secara propOISional sebelum akhimya 

dlruangkan ke dalam bentuk akta Notaris. 

i. Asas Profesionalitas, yangmana asas ini diwujudkan dalam melayani 

masayarakat dalam pembuatan akta yang dibuat di ahdapan a tau oleh 

Notaris. Asas inipun mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris 

dalam menjalankan tugas jahatannya berdasarkan UUJN dan Kode 

etlk Jabatan Notaris. Asas ini sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat 

(1) huruf c UUJN, yakni Notaris yang dlwajibkan nntuk mernbertkan 

pelayanan sesnai dengan ketentuan dalarn Undang-undang ini (UUIN}, 

kecuali ada alasan untuk menoluknya. 

C. Analisis Terbadap Keparnilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan 

Adanya Perjanjian Peogikatan Saham 

1. Tinjauan Terbadap Perjanjian Pengikatan Sahom 

Seperti telah diu.raikan sebelumnya diatas, peroegang sahnrn merupakan unsur 

yang utama dalam mendirikan dan menjalankan suatu perseroan terbatas. Dimana 

nantinyo komposisi dari pemegang sabam itu akan diuraikan pula dalam anggaran 

dasar perseroan teroatas """ebul Angganm Dasar iniiah y- setelah melalui proses 
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pengajuan dan mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, akan menjadi acuan data-data yang nantinya tercatat 

dalam database Departemen Hukum dan HAM RI tersebut, yangmana rnmtinya dapat 

dllihat susumm pemegang saham dan pengurus dari Perseroan terbatas yang 

bersangkutan. 

Undang~undang Perseroan Terbatas Indonesia yakni Undang-Undang nomor 

40 Tahun 2007 rnensyaratkan bahwa untuk. mendirikan suatu Perseroan Terbatas 

maka haruslah didirikan o!eh 2 ( dua) orang a tau lebih dengan akta notaris yang dibuat 

da!am bahasa Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan da!am penjelasan Undang-undang 

tersebut ada!ah yang dimaksud dengan "orang" adalah orang pemeorangan, bai.k 

warga Negara Indonesia maupun a.sing atau badan hukum Indonesia atau asing. 

Sehingga dapat di!ihat undang-undang ini menegaskan pada dasamya sebaga! seboah 

badan hukum, suatu perseroan didirikan berdasarkan pe.janjiao, kareoa itu 

mempunyai lebih dari I (satu) pernegang saham. 

Pada perkembangannya terdapat pendiri perseroan yang tidak ingin namanya 

dimasukk:an ke dalam akta pendirian perseroan sebagai salah soorang pemegang 

saham karena satu dan lain hal seperti tidak ingin diketahui bahwa ia sebaga! 

pernegang saham maupen dikarenakan terbentur oleh ketentuao keperni!ikan modal 

pada perseroan terbatas yang diatur pada ketentuan-ketentuan mengenai perseroan 

terbatas maupun penanaman modal di Indonesia. Namun. pihak tersebut 

menginginkan untuk dapat menuangkan dalam suatu perjanjian khusus yang intinya 

menyatakan bahwa sebenamya ia merup<Jkan salah satu pemilik dan pemegang saham 

dari perneroan terbatas yang didirikan tersebut. Petjanjian tersebut dibuat baik dengan 

peljanjian di bawah tangan maupun dengan akta otentik, yakni akta notaris untuk 

mendukung adanya tindakan tersebut. Perjanjian itu yang biasa dikenal dengan 

perjanjian naminee atau peljanjian pengikatan saham. Dalam hal ini adalah dimana 

pihak yang tidak ingin diketahui namanya ters:ebut sebagai pemegang sahaan 

menunjuk pihak lain sebagai pemegang sejumlah saham yang dimaksud dalam 

perseroan terbatas tersebut yang nanti.nya pula namanya akan dicantunikan dalam 
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akta pendirian dan anggaran dasar dari perSeroan terbatas itu sebagai pemegang 

saham. 

Di sisi lain, adapun latar belakang mengapa timbul penggunaan perjanjian ini 

salah satunya dikarenakan untuk dapat mencegah keadaan dimana temyata orang 

yang ditunjuk sehagai pemegang sabam tidak mau untuk mengembalikan saham yang 

"diberikan" kepadanya im sebingga akan herujung kepada sengketa antara para pibak. 

Hal ini dapat dilibat pada ilustrasi kasus65 herikut dimana terjadi pada saat Tuan X, 

warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak ingin namanya diketahui sebagai 

pemegang saham pada perseroan terbatas yang didirikannya. Oleh karenanya, Tuan X 

menggunakan nama salah satu karyawannya atau orang kepercayaannya yakni Tuan 

B, untuk dicanrumkan daJam anggan:m dasar perseroan terbatas tersebut sebagai 

pemegang sabam pada perseroan terbatas tersebut. Sehingga setelah akta pendirian 

dan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Departemen 

Kebakiman, maka salah satu pemegang saham yang tercantum dalam anggarau dasar 

perseroan terbatas tersebut adalah Tuan B yang menguasai sejumlah lebih dari 500/o 

saham dalam perseroan terbatas tersebut dan sisanya adalah pendiri perseroan 

lainnya. 

Pada saat tetjadi kesepakatan antara Tuan X dan Tuan B tersebut tidaklah 

dituangkan dalam suatu peljanjim kbusus diantara keduanya yang menegaskan 

bahwa sebenamya pernilik dari sejumlah sabam tersehut adalah Tuan X. Seiring 

dengan heljalannya perseroan terhatas t=ehu~ usaha yang dijalankan juga semalcin 

berkembang maju dan pe.sat, dan Tuan B pun merasa kernajuan pesat ini pun tak lepas 

dari andilnya dalam perseroan terllatas tersebut. Sehingga pada suatu waktu perseroan 

terbatas ini rnenggelar rapat umum pemegang saham yang mana untuk mengalihkan 

kepemilikan sabam dari Than B tersehut kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Tuan 

X, temyata Tuan B tidak mau menandatangani kepurusan rapat tersebut. Padahal agar 

rapat tersehut adalah sah mengambil keputusan adalah dengan persetujuan dari Tuan 

B sebagai salah satu pemegang saham dalam perseroan teroatas temebut. Hal ini 

adalah sesuai dengan ketentuan yang dianut Perseroan terbatas pada saat itu yaitu 

M Wawancara dengan Notaris X di Jakarta. 
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Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 73 

ayat (1) dikatakan bahwa: 

'~RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili lebih dari \> (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham deugan 
hak suara yang sah, kecuali Undang-undang ini atau Anggaran Dasar 
menentukan lain~1 • 

Menyadari kedudukannya tersebut, rnaka Tuan B meminta imbalan dari Tuan 

X berupa sebuah kendaraan bermotor agar yang bersangkutan dapat memberikan 

tandatangan persetujuannya terhadap tindakan yang akan difakukan oleb perseroan 

tersebut sebiugga Rapat dapat sah mengambil keputusan. 

Dari ilust:rasi diatas. maka untuk menghindari hal tersebut terjadi dan juga 

untuk kepentingan menjalankan kegiatan bisnis dan usaha, maka berkembang1ah 

pe!janjian pengikatan saham. Peljatliian Pengikatan Saham itu sendiri adalah untuk 

mengatur hubungan antara pihak yang menunjuk dengan yang ditunjuk sebagai 

pemegang saham tersebut, dan untuk melindungi kepentingan dari pemegang atau 

pemilik saham sebenamya. Di sisi lain juga agar pihak yang namanya tidak ingin 

diketahui menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tersebut maupun 

mungkin karena terbentur dengan adanya pembatasan da)am kepem.ilikan modal 

maupun hak milik atas tanah tetap dapat menjalankan maksud kegiatan usahanya 

tersebut di Indonesia. 

Adapun ilustrasi mengenai penggunaan Peljanjian Peugikatan Saham tersebut 

adalah sebagai berikut66: para pengbadap yakni Tuan A (selanjutnya -disebnt Pihak 

Pertama) dan Tuau B (selanjutnya disebut Pibak Kedua) mengbadap kepada Notaris, 

untuk membuat Peljanjian Pengikatan Saham. Terlebih dahulu p..-a peugbadap 

menerangkan bahwa sebelwnnya telah dibuat dihadapeu Notaris yang sama ak:ta 

Pendirian Perseroan Terbatas PT. XYZ dengan salah satu pemegang sabam 

didalamuya adalah Pihak Pertama. Kemudian di hari yang sam• pula, Pibak Pertama 

dan Pihak Kedua mengbadap Notaris yang sama tersebut untuk membuat suatu 

46 Wawaueara dengan Notaris X di Jakarta. 
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Peljanjian (selanjutnya disebut Peijanjian Pengikatan Saham), yangmana materi yang 

tercantum dari PeJjanjian itu adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa Pihak Pertama adalah salah seorang pemegnng saham dari 

perneroan terbatas tersebut dengan mengambil sejumlah X helai saham; 

2) Bahwa segala uang yang dignnakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil 

danlatau membayar sejumJah X helai saham tersebut berasal dan telah 

disetor olah Pihak Kedua. 

Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri 

terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peljanjian ini yakni sebagai berikut 

(I) Pihak Pertama dengnn ini menerangkan Ielah meogalrui bahwa semua 

uang yang dipergunakan oleh Pihak Pertama untuk mengambil, 

membayar atau menyetor sejumJah X he1ai saham tersebut diatas 

adalah berasal dari dan telah dibayar/ disetor oleh Pihak Kedua, 

(2) Pihak Pertama dengan ini beljanji dan mengikat diri terhadap Pihak 

Kedua bahwa sewaktu~walctu Piliak Kedua berhak untuk meminta dan 

menerima sejumlah X helai saham tersebut dari Pihak Pertama untuk 

ditulis dan dibalik nama keatas nama Pibak Kedua dan atau atas nama 

oranglbeban yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. 

(3) Penyerahan sabam-saham t=ebut oleh Pihak Pertama harus segera 

dilakakan oleh Pihak Pertama setelah Pihak Kedua seeara tertulis 

memberilahukan kepada Pihak Per!aina kehendaknya untuk menerima 

saham-saham tesehut. 

(4) Dalam hal te!jadinya penyerahan sejumlah X helai saham tersehut 

mak:a Pihak Pertama dengan cara atau untuk: berupa apapun tidak 

berhak untuk menuntut kepada Pihak Kedua ganti rugi dengan nama 

apapun juga, oleh karena itu Pihak Pertarna sekarang ini untuk nanti 

pada waktunya membebaskan Pihak Kedua dari segala 

tuntutanlgugatan, biaya-biaya dan kerugian oleh Pihak siapapun serta 

dengan ini Pihak Pertama memberi pelunasan dan pernhebasan 
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sepenuhya kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Pertama tidak ada 

tagilian berupa apapun terhadap Pihak Kedua. 

(5) Pibak: Pertama dengan ini menerangkan selama saham~saham tersebut 

belum diserahkan dan dibalik nama keatas nama Pihak Kedua yang 

juga berhak menunjuk orang/badan lain untuk memiliki sejumlalt X 

helai saham tersebut, rnak:a Pihak Pertama akan menjaubkan dari 

segala perbuatlln yang dapat meoimbulkan kerugian bagi Pihak 

Kedua, termasuk perbuatan-perbuatan seperti menjua1, menggadaikan 

dan/ atau melepaskan dengan cara apapun saltam-sabam terliebut 

kepeda Pihak Ketiga. Selmjutnya terhadap pajak-pajak dan beban­

beban lain mengenai saham-sabam tersebut selama belurn dibalik 

nama seperti tersebut diatas wajib dipikul dan dibayar oleh Pihak 

Kedua. 

(6) Pihak Pertama memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut dengan 

hak substitusi dan asumsi kepada Pihak Kadua untuk melakukan hal­

hal: 

a. Memberitahukan apa yang telalt tertuang dalam p~anjiao 

ini kepada Direksi Perseroan; 

b. Melakukao balik nama atas sejumlalt saltam ternebut diatas 

atas nanta Pihak Kedua atau oranglbadan lain yang ditunjuk 

oleh Pihak Kodua dan selama belum ada pembalikan nama 

tersebut, maka Pihak Kedua dapat mewakili Pihak Pertama 

dalam rapat~rapat, mengeluarkan suara, menerima deviden 

dan berbuat apa saja selayaknya seomng pemegang saham 

denganhak-haknya; 

c. Mentinta kembali surat-surat saltam tersebut dari Pihak 

Pertama atau pihak lain siapapun itu yang memegang surat­

surat saham tersebut; 

d. Jika penerimaan oleh sehab apapun tidak mungkin atau su!i~ 

meminta kepada Direksi Perseroan untuk mengelua.rkau 
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duplikat-duplikat dari surat~surat saham yang bersangkutan, 

dengan ketenn.tan apabila dup!ik:at surat saham keluar, maka 

surat-surat saham asli dinyatakan tidak. berharga lagL 

(7) Babwa kuasa yang terebut pada Pe!janjian tersebut adalab merupakan 

bagian inti yang tidak teipisabkan dari kesepakatan yang diatur 

didalam Petjanjian ini yangmana jika tidak dengan kuasa-kuasa itu 

nisoaya kesepakatan ini tidak dapat dilangsungkan dan kuasa-kuasa 

tersebut diberikan dengan penglepasan seperti teJjadi dalam PeJjanjian 

ini dari segala aturan Undaag-undang yang menetukan dasar-dasar 

dan sebab-sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa. Para Pihak juga 

menemngkan babwa penyo,raban atas ~umlah uang seperti yang 

dimaksud diatas juga meliputi penyetoran modal yang masih disetor 

kedalam Perseroan, jika dikemudian hari dilakukan penambaban 

.modal yang disetor dalam Perseroan. 

2. Analisis Mengenai Aldbat Hukum Kepemilikan Sabam Pada Perseroan 

Terbatas Dengan Adanya Perjanjian Pengikatan Sabam 

a. Kekuatan Hukum dan Keuntungan serta Kerngian Dari Perjanjian 

Pengikatan Saham 

PeJjaqjian Pengikutan Sabam merupakan suatu perkembangan dari bentuk 

parikatan yang lahir dari perjanjian dan juga asas kebebasan berkontrak dari hukwn 

pe!janjian itn sendiri. Pe!janjian sebagaimana diatur dalam Pasal!Jl3 Kitab Undaag­

Undang Hukum Perdata adalah roe(Upa.kan suatu perbuatan dimana satu orang atau 

Jebih mengikatkan dirinya terhedap satu orang Jain atau Jebih. Sehingga dapatlab 

dilibat bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Sabam itu terdapat hal-hal sebagai 

berikut: 

1. suatu perbuatan; 

2. dilaloakan antara sekurangnya dua orang ; 

3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang 

beijanji tersebut. 
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Apabila dikaitkan dengan ilustrasi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya 

mengenai adanya Perjanjian Pengikatan Saham antara Tuan A (Pihak Pertama) 

dengan Tuan B (Pihak. Kedua), maka unsur suatu perbuatan itu adalah adanya 

tindakan Pihak Pertama untuk melakukan kesepakatan dengan Pihak Kedua mengenai 

suatu hal, dalam hal ini adalah perjanjian pengikatan saham yang dituangkan dalam 

suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Adapun pihak yang terlibat 

didalamnya adalah Tuan A dan Tuan B iru sendiri sebagai pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. Oleh karenanya, Perjanjian tersebut nantinya akan mengikat dan 

berlaku sebagai undang-undang antara Tuan A dan Tuan B tersebut. Hal ini seperti 

yang Ielah diatur dalam Pasal 1340 K.itab Undang-Undang Hulrum Perdata yang 

mana secarajelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan antara 

dua pihak: hanya berlalru dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut, sementara itu 

Pihak Ketiga mana pun juga, di luar para pihak yang bersepaka~ tidak dapat dirugikan 

kepentingannya, karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang membuat janji 

tersebut. Sebaliknya, pihak ketiga, di luar para pihak yang beljanji, tidak 

dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari suatu perjanjian yang dibuat oleh 

pihak.-pihak yang saling bersepakat tersebut67
• 

Apabila jika dikaitkan dari jenis perjanjiannya maka Peljanjian Pengikatan 

Saham ini adalah termasuk kedalam perjanjian tak bemama, yang diartikan sebagai 

bentuk peljanjian yang tidak dikenal dalam K.itab Undang-Undang Hulrum Perdata, 

namun akbiruya timbul, turnbuh, dan berkembang di dalam praktek. Hal ini 

dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam 

Pasal 1338 ayat (!) K.itab Undang-undang Hulrum Perdata. Adapun sistem 

pengaturan dari peijanjian tak bemama ini adalah sama juga dengan pengaturan dari 

hukum perjanjian itu sendiri yaitu sistem terbuka (open system), sebagaimana yang 

dianut dalam buku ill K.itab Undang-Undang Hulrum Perdata), yangmana berarti 

bahwa setiap orang bebas untuk. mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur 

maupun yang belum diatur dalam Undang-undang. Hal ini kembali adalah dapat 

67 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Petjanjian, (PT. Raja Grafindo: 
Persada, Jakarta,2002),hlm. 25. 
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disimpulkan dari kctcntuan Pasal 1338 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata yaitu: ''"Semua peljarYian yang dihuat secara sah bedaku sebagai undang­

undang bagi mereka yang membuatnya." Sehingga ketentuan diatas memberikan 

kebebasan lrepada para pihak un!uk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

l. membuat atau tidak membuat petjanjian; 

2. mengadakan petjanjian dengan siapapun; 

3. menentukan isi perjanji~ pelaksanaan, dan persyaratannya; 

4. menentukan bentuknya petjanjian, yaitu tertulis atau lisan .. 

Akan tetapi yang perlu diingat adalah kebebasan untuk membuat peJjanjian 

itupun juga dibatasi oleh undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan. 

Sehingga dalam hal ini dalam pembuatan Peijanjian Pengikatan Saham haruslah juga 

memperbatikan ketentuan-ketentuan yang diatw: khususnya dalam Undang-Undang 

Pmeroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1995. 

Berdasarkan bentuk dan Perjanjian Pengikatan Saham diatas, maka dapatlah 

dilihat bahwa perjanjian tersebut adaiah dibuat secara notariil dilcarenakan dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris yang bentuknya sudah ditentukan 

sebagaimana terurai dalam P8lial38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jebatan Notaris, yang terdiri dari: 

I. Setiap akta Notaris terdiri atas: 

a. Awal akta atau kepala akta; 

b. Badan akta; 

c. Akhir atau peuntup akta. 

2. Awal akta atau kepala akta memuat: 

a. Jodul akta; 

b. Nomor akta; 

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

3. Badan akta memuat: 
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a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap 

dan/atau orang yang mereka wakili; 

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; 

c. lsi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para 

pihak. yang berkepentingan; 

d. Nama lengkap, tempat tanggallahir, serta peker:jaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 

4. Akhir atau penutup akta memuat: 

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal\6 ayat (I) hurufl68 atau Pasal\6 ayat?'"; 

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan 

atau penerjemahan akta apabila ada; 

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan 

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang 

dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 

Oleh karenanya perjanjian, khususnya pengikatan saham. yang dibuat dengan 

akta Notaris akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh 

ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang 

tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka 

akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehingga jika telah 

6& Lebih lanjut Pasa.l 16 ayat (l) huruf I berbunyi sebagai berikut: ''membacakan akta dihadapan 
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu 
juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 
69 Lebih lanjut Pasal 16 ayat (7) beibunyi sebagai berikul: "Pembacaan akta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hwuf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap telah membaca sendiri, mengelahui, dan 
memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada 
setiap halaman Minuta akta diparafpenghadap, saksi, dan Notaris. 
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berada dalam posisi seperti demikian, maka nilai pembuktiann.ya akan diserahkan 

kepada hakim. 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa pefJaDJian pengikatan saham ini 

berkembang dikarenakan keinginan-keinginan para pihak tertentu untuk menerobos 

aturan-aturan mengenai kepemilikan modal dalam perseroan terbatas atau 

dikarenakan adanya keinginan untuk tidak: ingin diketahui namanya sebagai 

pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Tindakan ini sebenamya adalah 

merupakan upaya dari penyelundupan hukum perseroan yang dapat pula berujung 

kepada monopoli dalam suatu usaha. Dengan dibuatnya perjanjian pengikatan saham 

ini, terhadap pihak yang membuatnya dapat memberikan keuntungan di satu sisi dan 

juga kerugian di sisi lain. Adapun keuntungan yang ada dengan dibuatnya perjanjian 

pengik:atan saham ini adalah terutama untuk pemegang saham yang sebenamya (Tuan 

B) adalah: yang bersangkutan tetap dapat berusaha di Indonesia dan tanpa terlihat 

bahwa dirinya yang memegang saham pada perseroan terbatas tersebut, sehingga 

amat dimungkinkan penguasaan 100% kepemilikan saham dalam perseroan. Hal 

mana berarti merupak:an pelanggaran terbadap ketentuan perseroan terbatas yang 

diatur pada Pasal 7 ayat (1 ), yangmana perseroan terbatas baruslah didirikan oleb 2 

(dua) orang atau lebih. Selain itu pula adalah untuk menghilangkan hubungan 

terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah ada atau 

didirikan terlebih dahulu70
. 

Pcijanjian pengikatan saham ini pun dibuat dengan tujuan untuk digunakan 

Tuan B dalam hal agar Tuan B tetap dapat melakukan pengontrolan terbadap jalannya 

Perseroan terbatas tersebut melalui Tuan A, sebingga segala kebijak:an yang akan 

diambil oleb Tuan A adalah berdasarkan araban dari Tuan B. Selanjutnya, dengan 

adanya peijanjian ini maka Tuan A dapat melindungi kepentingannya dikemudian 

hari manakala timbul sengketa antara yang bersangkutan dengan nominee nya (Tuan 

A), jika Tuan A temyata tidak mau lagi "mengembalikan" saham-saham yang telah 

di"milikinya" kepada Tuan B tersebut. Kondisi seperti tersebut ini adalah mungkin 

70 Gunawan Widjaja. "Nominee Shareholder(s) Dalam Perspektif UUPT Barn dan UU Penanaman 
Modal Baru Serta Pennasalahannya Dalam Praktik," Jurnal Hukum dan Pasar Modal Edisi 4 
(Agustus-Desember 2008): 42-80. 
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dapat terjadi dikarenakan secara de jure saham nominee tersebut adalah mutlak milik 

Tuan A karena dalam daftar pemegang saham perseroan dan sertifd::at saham itulah 

nama Tuan A yang tercatat didalamnya, padabal secara de facto saham tersebut 

adalah milik dari Tuan B. Sehingga apabila tidak dibuat petjanjian sebagainlana 

dimaksud antara Tuan A dengan Tuan B, maka kedudukan Tuan A adalah akan lebih 

kuat secara hukum dibandingkan Tuan B, dikarenakan kedudukanuya sebagai pemllik 

yang diakui secara bukum atas saham-saham. dalam perseroan terbatas tersebu~ yang 

memlliki hak kebendaan yang dapat dipertahaukan terhadap setiap orang. Oleh 

karenanya Tuan A dapat saja menjual saham-saham tersebut dan mengalahkan hak 

dari Tuan B, karena Tuan B haknya adalah hanya bersifut perorangan saja, yangmana 

hanya dapat dipertabankan te.thadap orang-ol:ll!lg tert<mtu. 

Di sisi lain, pe!janjiao pengikatan saham yang dibuat antara Tuan A dan Tuan 

B membawa konsekuensi teibadap Tuan A yaitu dimona yang bersangkutan adalah 

hanya sebagai pemegang saham boneka, sehingga segaia keputusan yang akan 

diambil adalah harus berdasarkan petunjuk dari Tuan B tersebut Karena Tuan A 

tidak mempunyai bentuk kek:uasaan apapun terhadap saham~saham yang dipegangnya 

melainkan hanya title hukum kosong. Dengan kata lain, Tuan A tidak bisa menikmati 

hak-haknya yang timbul dan melek:at sebagai pemegang saham dalam perseroan 

rerbatas ini sebagaimana yang telah dia!ur dalarn undang-undang. 

Selain itu pula, terhadap Tuan A, jika te(nyata terjadi perbuatan-perbuatan 

melawan hukum yang dilaknkan oleh perseroan sebelum menjadi badan hulrum, yang 

secara material merupukan peibuatlln yang dipeibrtahkan oleh Tuan B, maka 

tanggungjawab alas perbuatan itu adalah merupakan tanggangjawab Tuan A, karena 

dalarn akta pendirian perseroan yang tercantum adalah Tuan A sebagai pendiri. 

b. Akibat Hokum Dar! Dlbuatnya Perjanjian l'engikatan Saham Bagi 

l'ihak Y aug Membuamya 

Notaris dalam menjalaukan tugas jabatannya baruslah menjunjung tinggi kode 

etik profesinya dan juga mengimplementasikan segala kewenangan dan larangan 

yang diatur dalarn Undang-undang Tentang Jabatan Notari.s dan Kode elik Profesi 

Notaris. Dimana Notari.s hllrllSlah selalu bertimlak jujur, seksama, mandiri dan tidak 
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berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pe:buatan hukum. 

Selain itu pula Notaris juga harus memherikan pelayanan sesuai dengan ketentuan 

dala.m UUJN kecuali ada alasan untuk menolak:nya. Sehingga dalam melakukan tugas 

jabatannya tersebut, sebagai jabatan kepercayaan, Notaris wajih dalarn mengambil 

suatu tindakan didasarlam pada pertimbangan hukum dan aturnn hukum yang berllllru. 

Notaris wajib meneliti segala bukti dan mendODgarkan keterangan dati para pihak 

sebelum akhlrnya menuangkan keinginan P""' pihak tersebut dalam suaru akta. Agar 

rumtinya jiku dikemudian hari timbul permasalahan. maka akta Notatia itulah yang 

dapat dijadikan dasar pedoman olab para pihak. 

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengatur tentang kewenangan Notaris untuk 

memberikan penyuluban hukum sabubungan dengan pembuatan akta. Dengan 

demikian, selaras dengan hal yang Ielah disebutkan diatas, maka Notatis akau 

menganalisa terlebih dahulu terbadap keinginan penghadap apakah melanggar 

ketentuan bukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak, kemudian membatikan 

pengertian, penyuluban dan pemaham:m akan setiap dampak dan segala keuntungan 

dan kerugian terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan penghadap baik yang 

akan timbui saat ini maupun dikemudian hari. Datam kaitannya dengan petjanjian 

antara Tuan A dan Tuan B diatas adalah dimana segala pertimbangan yang Notatis 

berikon kepada penghadap itu yang akan menjadi dasar kepuiUsan mereka untuk 

m.embuat perjanjian dimaksud. 

Peijanjian Pengikatan Saham yang dibuat dengan akta Notaris antara T'.Jan A 

dan Tuan B diatas merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang 

membuatnya, oleh karena itu adanya perjanjian ini tidaklah lepas dari adanya asas 

kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menemukan dasat hlllrumnya pada 

rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana mengatur untuk syarat-syarat sahnya suatu 

pCJjanjian harus dipenuhi hal-hal: 

I. kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. suatu pokok persoalan tertentu; 

4. suatu sebab yang tidak rerlarang. 
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Asas kebebasan berkontrak eksistensinya adalah dalam romusan angk:a 4 

diatasj dimana dalam hal ini mengandung arti bahwa para pihak yang membuat dan 

mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan 

atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, sdama dan sepanjang prestasi 

yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Dengan kata lain, 

asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak, tetapi dengan pembatasan~ 

pembatasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUHPerdata lairmya yang 

membuat asas ini menjadi asas tidak. tak terbatas. 

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian tanpa sebab, 

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 

mempunyai kekuatan". Lebih lanjut Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa 

suatu sebab adalah terlarang , apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila 

berlawanan dengan kesusiiaan baik atau ketertiban umum. Dengan kata lain adalah 

pada dasamya. senu~a objek perjanjian adalah halal atau diperbolebkan untuk dituntut 

penlClluhan atau peJaksanaannya di hadapan hukum, kecuali jika peljanjian tersebut 

mengandung hal"hal yang melanggar undang-undang , tidak diperkenankan atau tidak 

diperbolebkan untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan kesusilaan dan atau 

ketertiban umum. Sehingga perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum. 

Terkait dengan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak 

tersebut, maka nantinya akan menjadi kewenangan hakim untuk mem.asuki atau 

meneliti isi dati Petjanjian tersebut apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan 

perjanjian tersebut adalah bertentangan dengan nilai~nilai dalam ma.'fY<l!akaL 

Sehingga asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak lagi 

bersifat absolut, yangmana dalam hal tertentu hakim memiliki kewenangan melalui 

tafsiran hakum untuk meruiliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para 

pihak dalam suatu petjanjian berada dalam keadaan yang tidak scimbang sedemildan 

rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan 

kehendaknya. 

Undang~undang Perseroan Terbatas di Indonesia menganut asas kepemil.ilam 

saham mutlak (dominium plenum), sebagaimana yang diatur dahan Pasa14l! ayat {l) 
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UUPT : "Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya"1 yang berarti hanya 

mengenal satu pemegang saham sebagai pemegang saham, sehingga dapat dik:atakan 

Undang~undang hanya mengenal satu orang pemegang saham dengan segala hak, 

kewajiban, tugas , dan tanggung jawabnya sebagai pemegang saham mutlak. yakni 

adalah yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan maupun dalam daftar 

khusus. Pengaturan akan hal ini adalahjelas terdapat pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) 

UUPT dimana "'Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar 

pemegang saham dan daftar khusus". Yang tennuat dalam daftar pemegang saham 

adalah sekurang-ku.rangnya: nama dan alamat pemegang saham; jumlah, nomor, 

tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasi saham 

dalam hal diterbitkannya lebib dari satu klasiftkasi saham; jwnlah yang disetor atas 

setiap saham; nama dan alamat dari orang perseorangan dan badan hukum yang 

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jam.inan fidusia sabam dan 

tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan 

keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, Sementara itu., daftar khusus 

memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris berserta 

keluarganya dalam perseroan dan!atau pada perseroan lain, serta tanggal saham itu 

diperoleh. 

Sejalan dengan kasus yang telah diuraikan diatas sebelumnya, yang dialrui 

oleh undang-undang sebagai pemegang saham adalah Tuan A, karena nantinya Tuan 

A yang akan teroatat dalam daftar pemegang sabam perseroan. Unluk itu Tuan A 

sebenamya memilili hak-hak yang tidak dapat dibagi yangmana melakat dari 

kepemi.likao saham tersebut seperti untuk dapat menghadiri dan meogeluarkan suara 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayll.l'lltl dividen dan 

sisa kelmyaan basil likudasi; serta untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan 

Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun di sisi lain, dengan ada:nya petjanjian 

pengikatan saham yang dibuat antar Tuan A dan Tuan B tersebut, dapat juga dilibat 

bahwa baik Tuan A dan Tuan B menjadi beritikad buruk karena secara sengaja telah 

memheriklm keterangan palsu, hal ini dikarenakan sebenamya pemegang saham yang 
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sebenamya adalah Tuan B. Hal ini terjadi karena uang yang digunakan Tuan A dalam 

melakukan penyetoran modal adalah berasa.l dari Tuan B. 

Perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh Tuan A dengan Tuan B, juga 

mengatur mengenai pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut disenai dengan hak 

substitusi dari Tuan A kepada Tuan B untuk sa!ah satunya agar da.pat mewakili Tuan 

A dalam rapat~rapat, mengeluarkan suara, menerima deviden dan berbuat apa saja 

selayaknya seorang pemegang saham dengan hak-haknya. Dengan adanya pengaturan 

tersebut makn akibat hakum yang ditimbulkan adalah bahwa TUliU A tidaklah dapat 

untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-undang 

terhadap hak-hak dari pemegang sabam, hal ini dikarenakan untuk dapat melakakan 

hak-haknya tersebut, Tuan A akan udak lepas dari araban dari Tuan B sebagai 

pemegang saham yang sebenarnya. Yang mana hal ini adalah hertentangan dengan 

pengaturan dalarn Pasal 60 UUPT yakni dimana saham memberikan hak yang dapat 

dipertahankan terhadap setiap orang, karena saharn merupakan benda bergerak yang 

memberikan hak kebendaan terhadap pemiliknya. 

Selain itu pula, Tuan A dikemudian hari dapat saja sewaktu~waktu 

diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus dari Perseroan tanpa persetujuannya, 

hal ini mungkin terjadi disaat Tuan B sudah merasa tidak mau lagi bekeJja sama 

dengan Tuan A sebagai nomineenya. namun, undang~undang perseroan terbatas 

mernberikan perlindungan kepada anggata Direksi yang diberhentiknn apabila yang 

bersangkutan berkeberatan terhadap pemberhentian tersebut. Hal ini sebagaimana 

yang diatur dalam Pasall05 ayat (I) sampai dengan (4) yakni sebagai berikut: 

(1) Anggota Diiakai dapat diberhenrikan sewaktu-waktu berdasarkan 
keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya; 

(2) K.aputusan untuk memberhentikan anggota Diraksi sebagaimana 
dimakand pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri dalarn RUPS; 

(3) Dalam hal keputusan untuk mernbechenrikan anggota Direksi 
sebagahnana dimaksud pada ayat (2) dilakakan dengan kepetusan di 
luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimakand dalam 
Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tabu terlebih 
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dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kes-empatan 
untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian; 

(4) Pernberian kesempatan untuk mernbela diri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak 
berkeberatan atas pemberhentian tersebut. 

Terkait dengan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut dengan hak 

substitusi diatas adalah merupakan suatu terobo.an hukum yang timbul pada praktek 

sehari-hari dalam kegiatan bisnis11
, Dengan adanya kuasa mutlak yang diberikan 

Tuan A kepada Tuan B akan membawa alaOat hukum Tuan A. sebagai pemberi 

kuasa, tidak: dapat mencabut kuasanya dari Tuan B sebagai penerima kuasa tersebut 

Selanjutnya dalam petjanjian tersebut juga dikatakan bahwa kuasa-kuasa yang 

terdapat poda petjanjian tersebut diberikan dengan peng!epasan dari sega1a aturan 

undang-uadang yang menentukan dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri 

suatu kuasa. Adapun sebab-sebab dan dasar-dasar yang mengakbiri suatu kuasa 

adalah seperti yang 1ercantum pada Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata sebagai 

berikut: 

Pasal 1813 KUHPerdata: 
1'Pemberian kuasa berakhir: dengan ditari.knya kembali kuasanya si kuasa; 
dengan pemberitahuan penghentian kuasanya olah si kuasa; deogan 
meniogga!nya, pengampuannya, amu pailitnya si pemberi kuasa maupun si 
k:uasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima 
kuasa." 

Pasall814 KUHPerdata: 
"Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu 
dikahendaldnya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk 
mengembalikan kuasa yang dipegangnya." 

Sehingga dengan adanya penegasan yang mengabaikan kedua pasal tersebut 

diatas dalam peJjanjian tersebut, maka Tuan A tidak dapat lagi menerik kuasanya 

tanpa kesepakatan dari Tuan B. Hal ini adalah didasarkan pada penggunaan asas 

kebebasan berkontrak.. asas pacta sunt servanda, dan asas konsensualisme. Namun, 

11 "Tinjauan Tedladap Sumt Kuasa Mutlak, .. 
<http;Ucms,lii[V::o.idfhukuntonlineldetaiLasp1id-I6939&ci-Kolom>. 13 Januari 2009. 
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jika dilihat kembali pada Pasal 1792 KllliPerdata yairu: " Pemberian kuasa adalah 

suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain. 

yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." Sehingga 

dapat dilihat bahwa unsur yang harus ada dalam pemberian kuasa tersebut adaJah 

adanya persetujuan dari dari pcmberi kuasa kepada penerima kuasa untuk 

melaksanakan suatu atas nama pemberi kuasa, yangmana kekuasaan yang diberikan 

itu adaJah mutlak bemsal dari pemberi kuasa. Oleh karenanya sewajarnya pemberi 

kuasa juga memiliki kebebasan penuh untuk: mencabut kekuasaannya tersebut dari 

penerima kuasa. Selain itu pula, ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut 

sebenamya memiliki sifat yang tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi banya 

melalui pe.rjanjian saja. Oleh karenanya pengaturan mengenai pemberian kuasa 

mutlak: dalam perjanjian ini tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. 

Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, adanya perjanjian ini hanya akan 

bedaku bagi pihak yang membuatuya saja, yakni Tuan A dan Tuan B, sehingga tidak 

dapat dijadikan clasar untuk melakukan pengikatan ataupun diakui oleh pihak 

Juar/pihak ketiga, karena apa yang Ielah tertuang don disepakati dalam ak:ta petjanjian 

itu tidaklah sesuai dengan akta resmi perseroan terbatas tersebut dan juga tidak 

memenuhi syru:at ohjektif dari sahnya perjanjian yakni mengenai sebab yang halaL 

Lebih lanjut Pasal!873 KUHPerdata mengatakan bahwa: 

"
1Perjanjian-petjanjian lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri, 

yang bemmtangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti diantara pihak 
yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak 
dari mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga." 

Selain itu pula, adanya petjanjian ini dapat mengecob para penutugku 

kepentingan (stakeholder) mengenai sia.pa sebenamya pemilik saham dalam 

perseroan terbatas tersebut. Dampak lain dari adanya praktek pengikatan saham ini 

adalah adanya peluang untuk dapat digunakan sebagai sarana tindak pidana 

pencucian uang. 
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Adanya peijanjian pengikatan saham ini dibuat juga sebagai dasar kepada ahli 

waris dari baik Tuan A maupun Tuan B, dimana apahila dikemudian bari jika 

temyata Tuan A telah meninggal terlebiil dahulu, maka apabila ahli waris tidak 

mengetahui saham-saham yang dimiliki oleh Tuan A dalam perseroan r:erbatas itu 

adalah sebenamya adalah Tuan B, maka Tuan B dapat menggunakan peljanjian itu 

sebagai dasar kepada abli waris untuk dapat melakukan pengembalian atas saham· 

saham yang tadinya tercatat atas nama Tuan A tersebut. 

Sebingga secara umum dapat dilibet bahwa adanya peljanjian yang dibuat 

oleh Tuan A dan Tuan B diatas adalah tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya 

perjanjian yakni, adanya suatu causa/sebab yang halal, sehingga terhadap kekuatan 

perjanjian itu adalah hanya akan menjadi perikatan alamiah saja, yang tidak bisa 

dipaksakan pelaksanaannya di hadapan hukum, dan hanya mengikat piliak-pihak 

yang membuatnya saja. Selain itu, perjanjian inipun dapat menuju ke arab. upaya 

untuk penyelundupan hukum oleh para piliak yang mernbuatnya dengan tujuan 

menerobos batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dengan 

menggunakan celah-celah asas kebebasan berkontrak:. 

Notaris dalam tugas jahatannya selayaknya dalam menyikapi keinginan para 

piliak tersahut agar dapat lebili beahati-hati dalam bertimlak dan mernberlkan 

penyuluhan hukum teihadap pihak yang akan menuangkannya dalam peljanjian 

tetsebut, Akan lahih baik jika Notaris yang mernbuat peljanjian pengikatan saham 

tersebut tidak: sama dengan Notaris yang roerobuat anggaran dasar dari Perseroan 

Teahatas yang bersangkotan. Nm:nun, pada dasamya Notaris dalam hal ini wajib 

uutuk menolak untuk pembuatan peljanjian tersebut uutuk dituangkan kedalam akta, 

dikarenak:an apa yang diminta untuk diatur dalam peJjanjian tersebut oleh pam pihak 

adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pada hukum perseroan terbatas. 

Kewajiban ini adalah sebagai penerapan dari Pasall6 ayat (I) huruf d yakni: "Dalam 

menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesnai dengan 

ketentuan dalarn undang-undaug ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya." 

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat terhlndar dari kemungkinan telah 

membantu penyelundupan hukum ini dari ak:ta yang dibuatnya tersebut:, karena apa 
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yang diatur dalam pe!janjian pengikatan saham tersebut bertentangan dengan ak:ta 

pendirian serta anggaran dasar dari perseroan tersebut. 

Namun pada dasamya. Undang-undang mengenai pecseroan terbatas di 

Indonesia masih belum mengatur secara tegas mengenai larangan adanya kepemilikan 

sabam dengan adanya petjanjian pengikatan saham tersebu~ sehingga masib sulit 

untuk membuktikan adanya praktek tersebut daiam suatu perseroan terbatas. 

Sehingga sanksi apa yang dapat dilrenakan terlladap pihak yang membuat peijanjian 

te:rsebutpun belum ada pengatllr1lnnya. Oleh karenanya, mengenai tindakan 

pengikatan saham ini ataupun yang sering dikenal dengan "pinjam nama" haruslab 

dapat diadakan pengaturannya dalarn ketentuan yang berkaitan dengan perseroan 

terbatas di Indonesia. 
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A. Kesimpulan 

BABIII 

PENUTUP 

I. Peijanjian Pengikatan Saham yang dilmat oleh para penghadap memiliki 

tujuan untuk menutupi identitas pemilik saham yang sebenamya, yangmana 

dikarenakan yang bersangkutan terbatasi oleh ketentuan-ketentuan yang 

berlaku di Indonesia atau pun dikarenakan tidak ingin diketabui kepemilikan 

sahamnya di perseroan tersehut oleh pihak-pihak tertentu sehingga dapat 

memberikan keuntungan pibak yang tidak ingin namanya diketahui tersebut 

tetap dapat memHiki sejumlah saham di perseroan tersebut. berusaha di 

Indonesi~ serta menghindari hubungan terafiliasi dengan per:seroan lain yang 

sudah ada atau sudah pemab didlrikan sebelunmya. Selain itu Peljanjian ini 

dibuat untuk melindungi kepentingannya tersebut manakala ternyata orang 

yang di"pinjam namanya" atau ditunjuk untuk mewakilinya dalam perseroan 

tersebut temyata tidak mau "mengembalikan" sabam-sahamnya. Selanjutnya 

dengan adanya pe!janjian pengikatan saJwn tersebut, maka nama yang akan 

tercatat pada angganm dasar perseroan serta Daftar Pemegang Sabam dan 

Daftar Khusus adalah nama yang Ielah ditunjuk oleh pemilik saharn yang 

sebenamya itu. Wa1aupun namanya tercatat sebagai pemilik saham dan 

dike!ahui oleh pihak ketiga sebagai peraegang sabam.. namun pemegang 

saham yang ditunjuk ini (Nominee) dalam melaksanakan hak-hakuya adalah 

tidak lepas dari araban pibak yang menunjuk itu atau dengan kala lain 

sahenarnya yang dipegang hanyalah sebuah titel kosong sehingga tidak dapat 

melak:sanakan hak-hak sebagaimana pemegang saham pada umumnya. 

2. Akibat hukum yang timbul dari peljanjian pengikatan saharn adalah walaupun 

telah dibuat peljanjian tersebut dia.ntara pemegang saham. yang tercatat dalam 
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Dafiar Pemegang Saham di Perseroan adalah nama nomfnee bukan pemilik 

saham yang sebenamya (tn1e owner) sehingga yang diak:ui oleh b.ukurn adalah 

pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan 

Daftar Khusus dari Perseroan tersebut. Selain itu, Perjanjian Pengikatan 

Saham yang dibuat olah para pangbadap yang bersangkutan mengikat dan 

mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak yang membuatnya. Tetapi, 

dalam peJjanjian pengikatan saham tersebut mengandung ketentuan-ketentuan 

yang sebenamya tidak selaras dengan ketentuan pada kitab undang-undang 

hukum perdata dan juga undang-undang mengenai perseroan terbatas di 

Indonesia. Asas kebahason berkontrak adalah landasan penting dalam 

pembuatan suatu perjanjian, namun dalam implementasinya, khususnya dalam 

kaitannya dengan adanya peijanjian pengikatan saham., asas kebebasan 

berkontrak ini tetap dibatasi oleb ketentuan-ketentuan lain yang ber!aku di 

Indonesia. 

B. Saran 

l. Hendaknya para pihak yang ingin membuat suatu petianjian tertentu dapatlah 

mengetahui terlebih dabulu secara jelas apakah keuntungan dan kerugian dari 

perbuatan yang ak:an dituangkan kedalam akta petjanjian ter.sebut agar 

nantinya perjanjian tersebut dapatlah dituntut pelak.sanaannya didepan bukum 

serta tidak membawa kerugian bagi salah satu pihak: dikemudian bari. 

2. Hendaknya Notaris sebagai jahatan keper<:ayaan dalam melakukan tugasnya 

sesuai dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam Undang-Undang 

mengenai Jabatan Notaris dapat membetikan penyuluhan hukum lebib lanjut 

terbadap pihak-pibak yang mengbadap kepadanya mengenai keinginan 

meraka yang akan dituangkan kedalam akta notaris, mengenai dampak 

hukumnya atas dibuatnya snatu peJjanjian pengikatan saham diantara para 

penghadap tersebut Sebaikuya Notaris yang membuat perjanjian pengikutan 

saham adalah bakan Notaris yang membuat anggaran dasar dari perneroan 

terbatas yang bersangkutan, dikarenakan itu berarti Notaris yang 

bersangkutan depat dikatakan telah mernbuat alcta yang bertentangan isinya 
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dengan akta yang dibuat sebelumnya. Lebih ianjut, untuk menghindari agar 

Notaris dapat dipersangkakan turut memba.ntu adanya penyelundupan hukum, 

maka Notaris dapat menolak untuk membuatkan peljanjian tersebut karena 

tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Perseroan 

Terbatas Indonesia. Di sisi lain; jika perjanjian ini terns berkembang, maka 

haruslah diatur secara jela.s pada ketentuan mengenai perseroan terbatas di 

Indonesia. 
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· • · Pertama sekarang :ini·runtulc·nanti pada wak:tunya membebaskan 

( vrywaren) Pihak Kedua -dari --sega 1 a tuntutan/gugatan, bi aya -·-­

biaya' dan kerughn,oleh,Pihak isiapapon serta dengan ini Pihak -
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"'<~<21.·1 .,;,,.,,,J ~;>'('tHII:h·• ,/ ... · Pertama atau Pihak ·lain_ shpapun yang memegang surat surat-

F •; r. i -! ¥ nr .. 1 f·lJilp\•1~, i • 1·''11 • fSaham '•tersebut· :'·---:..-·.-----------... --------------------·-:--­

. ~:··rtf tlf·f'''~\h r:.l"'l•i ''+d;.:-jika'•pener:tma~1r01eh· sebab'apapun tidal< mungldn atau s_uHt. 

:.• ·r.) r•'!f•t 1 •.•1'l'H'~~'- •tP• .. '•(1• ··;· memi nta 'kepada;>:Oire~si -:perseroan untuk. mengel uark:an dupli kat 

-.. t c.•!'rd ..,~~·1· $11.'\;nn r ... :;-d ,; -?. .dup 1 i kat· ·dari. .t·surat (suratt··saham tersebut dengan ketentuan --. . ' . 
~ 

~ .. :.--... -- ... - .. ,.,. r.~l1"'"-~ lr • £"- "'!bahwa" setel ah tdup1 ikat-~dupl ikat tersebut dikel uarkan. ·mak:a -
' ' 

.it-'. hi!lf·~!l;-;: or.llr•~t;.,.:' .· ... ; rsurat· surat--saham ~se~!~l:'a ·~~,9~k )erhar"g'a lagi ................... - ...... .. 

!!t£.(1 >:f.H•~~ &!7!t•n :!J,If'd!'·· ·-Pa~a)_;·_7:·~:- ...:untuk"•leb1h1·menjamit'ftkedudukan Pihak Kedua dalam :.._ 
.-... 

:H·1l' ~-t,tf ·nG~~-t1\!rnf-~ ... ~t >perjanj'htor·~ni·,-·~maka·'P,ihak~·Pertama akan memberikan kuasa ter ... --. .. . . 
. ~ . .'.. . 

;lr11 ~JIM~~ tl,uJ~i':t•'J '"!f,:~•'· sendiri Jeep-ada Pihak Kedua ·yangrdibuat pada hari ini juga, ----. . . . . . ·.- •; .... 
-- .tr:.qr,h l,•t~t?:v.:~flfl t!i\•·h1·1 :dengan memakafJt-nQmor •beri kut ·ak~ •ini. ----------.................... - .... - ...... · 

. . ; . . . '~-. . ' . : ! 

-, :~ ·q;•!l'h.!lij.;· '11J'7.6·,~x-r;., , ~~· .-.P.a_s_a:l~ ~-·--_!' '"'!Bahwa r kuasa, kuasa1·yang· tersebut didal am akte ini ...... 

;t->l:~r.·.~?J~t u6.fl\ ~~~t) nr." t~ ·me_r_upakan •bag ian .i nti.,yang :tidak· '-terpi sahkan dari persesuai an -

!-·~·.t:tO~ _;(r.tn.~_::SII:r.q5)·! J1;·'· "Yang ·dimaksud tdalam :akte ·rfn:i yang 'ji ka tidak dengai1 kuasa kuasa 
. -. ·~- ;:';:' ·;+ ~-~;>: ... :. . - . < ' 

·~·•!)3 I'H~~itif! !li&rtr.~ (1 !"l·····n· --itu rniscaya' persesuaian··i.ni~ tidak1 ~i1angsungkan dan kuasa kuasa 
:- ' . , -.:.. ·.-;;". ; : . 

·~~~~· ;JI tr·l~ ~f.;IJ;!h. :1,,,. •• ,,~·~~ rtersebut!: diberiklln•denga·n··pengle:pasan seperti terjad1 dalam ...... 

•.••• , '•·7•7-~~--- .. ••••· -a~te. i.niJ'dari'•segala. aturan.oUndang Undang yang menentukan dasar. 

·- -tll~!·?:t~.~~\1~1~~~;~~~1( t 
' - . .' ; ·}. ·1~,.' •' .... 

: :lu·l ~~: .<61•h~~f--~->~-!!lt~ t.h~>,rr :kataJ!te-:1 ah,,ter.ca~turn·~dalam•akte·r:ini sehi ngga untuk sa~u ·dan ---
.• . ··. ~ <-tl~;--'·,.,~!: . " .. ' . • . . 

.. ·~>ao~ ~,;.t ~ l.~·:~~dn;,.,., '' 1J ai nnya •ti~ak .. di perl ukan ·kuasa•-1 agi. ---------------······--··-
' ,; ' ··' . ':·, . ' 

.... ~ . 
n• <lebih·•tl!gas; maka <kuasa·'Yang "sedemikian itu dianggap kata .demi-, 

.- ,-. ' ........ ·-' ' - ' 
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I 
' ' I; 
' 
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• 

-

-oar1 segala ~pa"yang tersebut diatas, dibuatlah : --~---------
. . 

1 N I. ------------------~~--

-Oibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di -----­

Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal akte ini 

dengan dihadfri oleh ~"' ** • t1" 6 ··,
5jJ.:: .. .__ • 

· •·o1.u- til~' """'lJitn Alol-.tir J"" "\u"V' 
~Ci'll J ' 

•••-liol••-• 1 ~""' <:Jcwir -------c--
keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksl saksi. ---. . 
-Segera setelah akte in! dibacakan oleh sa~. Notaris·kepada -~ 

para penghadap da~ para saksi, ~ak~'seketlka dlianda~nganilan-' 
akte in! oleh para penghadap, para .saksi dan· saya',. Notaris. ---

-Dilangsungkan dengan b<r'<.l> .. --· .... 

. 
' . 
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